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ABSTRACT

The Policy Implementation For Developing The Integrated Township Of
Labangka In Sumbawa Regency

Muhammad Jufri
Indonesia Open University

jufrisamawaut/@gmail.com

Key words: Policy Implementation, Developing, Integrated Township.

The research is undertaken to scrutinize the policy implementation in
developing the integrated township of Labangka which has been implemented
since 2007. But on the way, the policy implementation to develop the integrated
township of Labangka has run slowly from beginning till now.

It is a descriptive research with qualitative approach. The purposes of the
research are (1) to analyze the policy implementation for developing the
integrated township of Labangka in Sumbawa Regency, (2) to analyze the
obstacle factors of the policy implementation for developing the integrated
township of Labangka in Sumbawa Regency, (3) to find a solution to accelerate
the policy implementation for developing the integrated township of Labangka in
Sumbawa Regency.

The results of the research areconcluded that the policy implementation for
developing the integrated township of Labangka in Sumbawa Regency based on
variability, communication, resources, derivation or character, and bureaucrat
structurehas run well but not optimal as there are some obstacles and hindrances.

The supporting factors of the policy implementation for developing the
integrated township of Labangka in Sumbawa Regency are the existing regulation
and the strong commitment from the Regent of Sumbawa.

The obstacle factors of the policy implementation for developing the
integrated township of Labangka in Sumbawa Regency are inefficient working
group, inadequate number and quality of the executive officers in relevant
agencies, inadequate infrastructure and facilities, inaccurate data and information,
and inapplicable standard operating procedures in government institutions.

The problem solving to accelerate the realization of the integrated
township of Labangka in Sumbawa Regency are: (1) Eliminating the sectoral ego
in developing the integrated township; (2)Improving participation and synergy
among all stakeholders; and (3) Revitalizing the working group.
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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka
Kabupaten Sumbawa.

Muhammad Jufri
Universitas Terbuka
jufrisamawaut(@gmail.com

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Kota Terpadu Mandiri

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Kebijakan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka yang dimulai sejak
tahun 2007 sampai sekarang. Namun, sejak awal pelaksanaannya sampai
sekarang tahun 2012 pertumbuhannya sangat lambat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis pelaksanaan implementasi
kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten
Sumbawa. (2) Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka
Kabupaten Sumbawa. (3) Menemukan solusi untuk percepatan terwujudnya Kota
Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan
pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa
dilihat dari variabel, komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan
atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi sudah berjalan namun belum
optimal, masih ditemui adanya hambatan dan tantangan.

Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu
Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa disamping adanya Peraturan
Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang
kuat dari Bupati Sumbawa dalam pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Labangka Kabupaten Sumbawa.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota
Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa terutama terkait dengan
belum optimalnya peran dan fungsi POKJA, jumlah dan kualitas petugas
pelaksana yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan prasarana
yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi, dan belum
diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai
implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka pada masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Solusi untuk percepatan peruwjudan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Labangka Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: (1) memangkas
egosektoral dalam pembangunan KTM; (2) meningkatkan partsipasi dan
sinergitias antara semua stakeholder terkait; dan (3) revitalisasi POKJA.

il

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANGKA
KABUPATEN SUMBAWA.

Penyusun TAPM : Muhammad Jufri

NIM : 016754265

Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu, 02 Maret 2014

Menyetujui :

Pembimbing I, Pembimbing 11,

I
/ ;j

Dr. H. Manggaukang Raba, MM. Dr. IN|/Baskara Wisnu Tedja, M.Ec
NIP. 19611231 198603 1 172 NIP. 19581011 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu / .. Direktur Program Pascasarjana
Program Magister Admmlstrast?uﬁ‘lik A

Florentina Ratifi Wulandari, 8.IP,, M.Si ~ Su€fati{ M.Sc., Ph.D
NIP : 19710609 1998022 001, NIP.19520213 198503 2 001

iii

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN
Nama : Muhammad Jufri
NIM : 016754265

Program Studi  : Administrasi Publik

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
Pascasarjana, Program studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 02 Maret 2014
Waktu : 09.00 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUIJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Drs. H. Kesipudin, M.Pd

Penguji Ahli : Prof. Dr. A. Azis Sanapiah, MPA
Pembimbing | : Dr. H. Manggaukang Raba, MM
Pembimbing II : Dr. IN. Baskara Wisnu Tedja, M.Ec

Y

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan

rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan

TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai

gelar Magister sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari

bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan

sampai dengan penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk

menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih

kepada :

(1) Direktur Program Pascasarjana Universitas terbuka;

(2) Kepala UPBJJ-UT Mataram selaku penyelenggara Program Pascasarjana,

(3) Pembimbing I DR. H. Manggaukang Raba, MM. dan Pembimbing II
Dr, IN Baskara Wisnu Tedja, M.Ec

(4) Kabid Program Studi Administrasi Publik selaku penanggungjawab Program
Studi Administrasi Publik;

(5) Bupati Sumbawa yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk
mengikuti pendidikan program pasca sarjana di Universitas Terbuka;

(6) Isteri, Anak dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan
materil dan moral;

(7) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan
TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa

manfaat bagi pengembangan ilmu.

Sumbawa Besar,

Penulis,

Muhammad Jufri

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

DAFTAR ISI
Halaman
ADSIAK. ..o i
Lembar Persetujuan ... iii
Lembar Pengesahan ............cooooiiiiiiiiiiiiii iv
Kata Pengantar ... v
Daftar 181 ...oini i vi
Daftar Lampiran ..., viii
BAB T PENDAHULUAN . ..ot 1
A. Latar Belakang Masalah ........................... 1
B. Perumusan Masalah ................ 7
C. Tujuan Penelitian ... 8
D. Kegunaan Penelitian ............c.cc.oooviiiiiiiiiiiinn, 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 10
A. Kajilan Teor ....ooeiieiiiii i 10
B. Kerangka Berfikir .............coocoiiiiiii 49
C. Definisi Operasional .............cooiiiiiiiiiiiiiiiinn.. 51
BAB Il METODOLOGI PENELITIAN .......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiniae 54
A. Desain Penelitian ...............coooiiii 54
B. Nara Sumber (Informan)...............coooiiiiiiiiiiiiin 55
C. Instrumen Penelitian ...........c..cooeiiiiiiiiiiiiiiiineen. 56
D. Prosedur Pengumpulan Data ..o 57
E. Metode AnalisaData ...............c.ooovviiiiiiinn 61
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....ccciiiiiiiiiininenene. 63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 107
A SHNPUIAN <. 107
B, Saran .........ccooeiiiiiiiiii e eeane 108
vi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

DAFTAR PUSTAKA .. e 109

vii

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 : Peta Administrasi Kawasan Pengembangan KTM Labangka
Lampiran 02 : Peta Masterplan Pusat KTM Labangka

Lampiran 03 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota
Terpadu Mandiri Labangka.

Lampiran 04 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 206 Tahun
2009 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dan
Sekretariat Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu
Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Propinsi Nusa
Tenggara Barat.

Lampiran 05 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1826 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Badan Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Labangka Kabupaten Sumbawa.

Lampiran 06 : Keputusan Bupati Sumbwa Nomor 1560 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Pelaksana Pembangunan Dan Pengembangan
Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.

Lampiran 07 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
Kep.214/Men/V/2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan
Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan
Transmigrasi.

Lampiran 08 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor Kep. 293/Men/IX/2009 Tentang Penetapan
Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Di Kawasan
Transmigrasi.

Lampiran 09 : Pedoman Wawancara

viii

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



68269
BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka dibangun pada lokasi lahan sisa
HPL Labangka dan Pengembangannya pada UPT Binaan permukiman
transmigrasi yang sudah ada sebanyak 8 lokasi dan wilayah Desa sekitarnya
dalam wilayah Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge.

Potensi utama kawasan ini adalah komoditas unggulan jagung dengan
luas tanam + 11.281 Ha dengan produksi rata-rata 8 — 12 Ton/Ha disamping
komoditas lainnya seperti ubi kayu, cabe dan labu dapat dikembangkan.

Disamping itu keindahan alam yang berada pada pesisir pantai selatan
dapat dikembangkan sebagai obyek pariwisata. Perkembangan di bidang
peternakan yaitu ternak besar seperti sapi, kerbau yang dapat dikembangkan
sebagai pusat perkembangan ternak.

Kelancaran arus transportasi yang dapat berkembang dengan baik,
mengingat jarak antara pusat ekonomi di Kecamatan Plampang tidak jauh
sehingga nantinya dapat menarik investor dari luar untuk berinvestasi di Lokasi
KTM Labangka.

KTM Labangka dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan
pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Transmigrasi, meningkatkan
kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan terbukanya kesempatan
pertumbuhan sosial ekonomi di kawasan transmigrasi, menciptakan sentra-

sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pantinya dapat menarik para
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investor dan mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Kawasan KTM Labangka mencakup dua puluh (20) desa, yang secara
administratif masuk dalam tiga (3) kecamatan, yaitu Kecamatan Labangka,
Kecamatan Plampang, dan Kecamatan Maronge. Wilayah perencanaan yang
termasuk dalam Kecamatan Labangka meliputi 5 desa (Desa Labangka,
Sekokat, Sukamulya, Suka Damai, dan Jaya Makmur). Kecamatan Plampang
Meliputi 11 Desa (Desa Sepakat, Plampang, Sepayung, Prode SP1, SP2, SP3,
Teluk Santong, Brang Kolong, Selanteh, Usar dan Muer). Sedangkan untuk
Kecamatan Maronge meliputi 4 (empat) desa yaitu : Desa Maronge, Pemasar,
Labuan Sangoro dan Desa Simu. Wilayah kecamatan yang masuk dalam
Kawasan KTM Labangka, masing-masing dengan luas: Labangka (8.785 ha),
Plampang (29.880 ha) dan Maronge (7.925 ha).

Kawasan labangka terletak di sebelah timur ibu kota kabupaten
Sumbawa dan berjarak sekitar 72 km. Kondist Jalan dari Ibukota Kabupaten
menuju Maronge dan Plampang merupakan jalan aspal dengan kondisi cukup
baik. Waktu tempuh menuju Maronge dan Plampang dari Ibukota Kabupaten,
masing-masing 2,5 jam dan 3 jam. Sedangkan kondisi jalan dari Kecamatan
Plampang - Labangka hanya 10 km, namun meskipun ber-aspal kondisi
jalannya sangat jelek, sehingga perlu waktu 1 jam untuk mencapai Labangka.

Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka mencakup 20 desa,
yang secara administratif masuk dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan

Labangka, Kecamatan Plampang, dan Kecamatan Maronge. Kecamatan
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Labangka meliputi 5 desa yaitu Desa Labangka, Sekokat, Sukamulya, Suka
Damai, dan Jaya Makmur.

Kecamatan Plampang Meliputi 11 Desa, yaitu Desa Sepakat, Plampang,
Sepayung, Prode SP1, SP2, SP3, Teluk Santong, Brang Kolong, Selanteh, Usar
dan Muer. Kecamatan Maronge meliputi 4 (empat) desa, yaitu: Desa Maronge,
Pemasar, Labuan Sangoro dan Desa Simu.Luas total Kawasan KTM Labangka
adalah Kecamatan Labangka (8.785 ha), Plampang (29.880 ha) dan Maronge
(7.925 ha).

Berdasarkan peta penggunaan lahan dan kawasan KTM Labangka
mempunyai variasi penggunaan lahan yang terbesar adalah semak belukar,
tanah kosong yaitu seluas 19.484 ha (41,82%), hutan 11.334 ha (24,33%), dan
tegal/ladang seluas 6847 ha (14,70%).

Kawasan hutan di Kawasan KTM Labangka Sumbawa terdiri dari hutan
produksi terbatas seluas 258 ha, Hutan Lindung seluas 864 ha, dan Areal
Penggunaan Lain (APL) seluas 45.468 ha.

Berdasarkan pola sungai , pada zone utara terdapat 5 sungai (pola
dentritik) yang semuanya bermuara di Teluk Saleh, sedangkan pada zone
selatan (pola paralel) terdapat 6 sungai yang bermuara di Samudra Indonesia.
Beberapa sumber air permukaan lainnya, antara lain, mata air Aik Pindam
(0,28 Vdt), mata air Tuntung (0,93 1/dt), dan sungai Kokar Baru dengan debit
air (1,30 I/dt). Sungai lainya, Brang Kolong, Brang Ninang, Brang Ponog di
Kecamatan Plampang, selain juga terdapat bendungan Tiu Kulit, Embung

Selante, dan Telaga Lompa.
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Jenis batuan sedimen yang dijumpai umumnya berupa batu gamping
koral, fragmen batu gamping terumbu, batu pasir, batu lempung, kerikil dan
rombakan batuan gunung api. Sedangkan batuan terobosan pada umumnya
berupa andesit, basalt dan dasit. Batuan ini menerobos batuan yang lebih tua.

Suhu rata-rata pertahun adalah 26,40C, kelembaban relatif (RH) rata-
rata pertahun adalah 77 %, dan curah hujan rata-rata per tahun adalah 122,83
mm.

Kedalaman laut saat surut adalah 0,1- 0,15 m dan saat pasang adalah
1,20 - 1,50 m. Kecepatan arus pasang adalah 0,2 m/dtk dan arus surut adalah

0,2 - 0,3 m/dtk.

1. Sosial Demografis

Berdasarkan data tahun 2007, jumlah dan rata-rata kepadatan
penduduk di masing-masing wilayah kecamatan. Dari ketiga kecamatan,
Kecamatan Maronge memiliki penduduk terpadat, yaitu 133 jiwa/km®.

Mayoritas matapencaharian penduduk kawasan KTM Labangka
bermatapencaharian sebagai petani baik itu petani pemilik maupun hanya
sebagai buruh tani, selain sebagai petani matapencaharian penduduk lainnya
adalah sebagai pegawai swasta, pegawai negri atau berwiraswasta.

Keadaan sosial budaya dikawasan KTM Labangka secara keseluruhan
didominasi oleh penganut agama Islam, sehingga untuk kebiasaan dan
sehari-hari sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut, selain itu juga
keadaan sosial-budaya dipengaruhi oleh suku yang ada di kawasan KTM

Labangka diantaranya suku Jawa, Sunda, Sumbawa, Bali, dan Lombok,
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tetapi Suku yang paling mempengaruhi adalah Suku Lombok sehingga adat

istiadat yang banyak dipakai adalah dari kebudayaan suku Lombok.

2. Perekonomian, Sarana dan Prasarana

Mayoritas matapencaharian penduduk kawasan KTM Labangka yang
mencakup di tiga kecamatan ini adalah bermatapencaharian sebagai petani
baik itu petani pemilik maupun hanya sebagai buruh tani, selain sebagai
petani matapencaharian penduduk lainnya adalah sebagai pegawai swasta,
pegawai negri atau berwiraswasta.

Sarana penunjang pendidikan yang ada di kawasan KTM Labangka
adalah 82 unit TK/TPA, 32 unit Sekolah Dasar (SD), 14 unit Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 3 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA). Dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat kawasan KTM
Labangka sudah mengenyam pendidikan, walaupu sampai tingkat SD,
sedangkan untuk pendidikan sampai dengan SMP dan SLTA masih relative
sedikit, apalagi yang telah menyelesaikan pendidikan D3 atau S1 masih
sangat kurang, hal ini disebabkan jarak sekolah yang jauh dan prasarana
pendidikan perguruan tingkat tinggi harus dijangkau ke Kabupaten
Sumbawa.

Kawasan KTM Labangka dilintasi jalan utama (Lintas Utara) yang
menghubungkan Kota Kabupaten Sumbawa Besar ke ibu kota Kecamatan
sebagai pusat kegiatan kota seperti Dompu dan Bima. Saat ini pergerakan
lalu lintas darat dari kota provinsi (Lombok) ke kota kabupaten Dompu atau

ke Kabupaten Bima bahkan ke arah Provinsi NTT menggunakan jalan lintas
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utara sebagai jalan utamanya. Jalan utama lain di pulau Sumbawa saat ini

- ada dan dalam tahap peningkatan yaitu jalan lintas selatan. Status jalan
lintas Utara ini adalah jalan Nasional dan kondisi jalan dari Kota Sumbawa
Besar ke arah Kawasan KTM (kota Kecamatan Plampang) lapisan aspalnya
sebagian kurang baik (rusak) yaitu antara jalan di desa Muer sampai desa
Jompong.

Di dalam wilayah Kawasan KTM ada dua pelabuhan ikan yaitu di
Kecamatan Plampang desa Teluk Santong dan di Kecamatan Labangka desa
Labangka V. Pelabuhan Pelayaran masih dalam perencanaan yang akan
dibangun di Kecamatan Labangka desa Labangka 1.

Pelayanan PT PLN (Persero) dengan jaringan listriknya di kawasan
KTM ini secara keseluruhan telah mencakup seluruh desa. Banyaknya
jumlah pelanggan yaitu 3.450 pelanggan dengan perincian jumlah desa yang
memperoleh energi listrik sebanyak 18 desa.

Jaringan telekominikasi di wilayah Kawasan KTM untuk penggunaan
telepon kabel (PT.Telkom) jangkauan pemakaiannya sangat terbatas dan
hanya menjangkau di sebagian kota kecamatan Plampang (yang dekat
dengan jalan lintas utara). Pemakaian telepon seluler sudah menjangkau
seluruh desa wilayah KTM.

Kebutuhan air bersih untuk sambungan rumah di kawasan ini sebagian
besar belum terlayani oleh PDAM Kabupaten Sumbawa. Masyarakat
memanfaatkan sumber-sumber air yang berasal dari sumur, mata air dan
lain-lain. Sambungan PDAM dan hidran umum hanya terdapat di kota

kecamatan Plampang sedangkan untuk kota kecamatan Maronge umumnya
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air bersih didapat dari sumur dangkal dan kecamatan Labangka air bersih
didapat dari jaringan air bersih yang dibuat oleh Departemen Transmigrasi
yang dkelola oleh masyarakat.

Drainase yang ada berupa badan air atau sungai-sungai kecil dimana
pada saat musim kemarau aimya kering. Wilayah ini letaknya cukup tinggi
dan lahan resapannya sangat luas sehingga pada saat musim hujan tidak ada
daerah genangan atau terjadi banjir.

Hampir sebagian besar masyarakat di kawasan KTM Labangka sudah
memiliki jamban/kakus sendiri di rumah masing-masing, tetapi ada juga
yang menggunakan kakus/jamban secara komunal/bersama-sama.
Sementara itu masih banyak juga yang langsung melakukan kegiatan mandi,
buang air besar (BAB), dan lain-lain di sungai ataupun di tempat lainnya.

Saat ini sistem pembuangan sampah di Wilayah KTM Labangka
masih bersifat individual. Belum terdapat pelayanan pembuangan sampah
oleh Dinas Kebersihan. Kebanyakan warga langsung membuang sampah ke
lahan-lahan kosong atau membakarnya. Sampah yang berasal dari pasar
biasanya diangkut dengan menggunakan gerobak sampah kemudian dibuang

ke lahan-lahan kosong yang terdapat tidak jauh dari pasar.

3. Konsep Pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa.
Konsep dasar pengembangan KTM Labangka adalah menjadikan
kawasan Labangka, Plampang dan Maronge, menjadi satu kesatuan wilayah
pengembangan yang berbasis pada sector jasa yaitu agroindustri. Konsep

prilaku/aktivitas kehidupan sehari-hari merupakan konsep dasar dalam
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pendekatan perencanaan Tapak Pusat KTM Labangka, pendekatan terhadap
konsep penunjang (konsep ramah lingkungan/humanistis) yang digunakan
menjadi alat bantu dalam mendesain secara konkrit.

a. Konsep Pengembangan Usaha.

Kota Mandiri Terpadu yang akan dibangun adalah suatu kota yang
perekonomiannya berbasis pada system agribisnis sehingga dalam
rencana pengembangan perekonomian kawasan perlu diawali dengan
rencana pengembangan usaha pertanian dan peternakan yang telah ada,
yang kemudian dikembangkan menjadi produk komoditi unggulan
daerah tersebut. Untuk wilayah kawasan KTM Labangka, komoditi
unggulan yang akan dikembangkan adalah ternak sapi dan usaha tani
jagung. Selanjutnya dalam pengembangan industri pengolahan
komoditi unggulan tersebut dengan harapan agar mendapat nilai
tambah.

Tujuan pengembangan usaha di lokasi kawasan Kota Terpadu
Mandiri Labangka dilaksanakan secara selaras dengan tujuan dan
paradigma baru pembangunan transmigrasi. Tujuan tersebut mencakup
antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan
masyarakat sekitarnya melalui peningkatan produksi pangan,
peningkatan pendapatan melalui produk-produk hasil olahan pangan
dan hasil ternak sapi dengan kegiatan system agribisnis yaitu agro
industry hilir, tercapainya kesinambungan usaha, peningkatan skala

usaha, peningkatan kualitas sumberdaya petani. Berdasarkan hal
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tersebut. maka konsep pengembangan usaha di kawasan labangka

adalah :

1) Pengembangan komoditas unggulan daerah/potensial daerah sesuai
dengan keunggulan komparatif/potensial yang dimiliki.

2) Penyusunan model-model agribisnis plan dengan
mempertimbangkan kemampuan petani.

3) Kerjasama/kemitraan dengan investor untuk pengembangan
komoditas yang memerlukan investasi tinggi.

4) Menyusun informasi bisnis.

5) Pembentukan suatu wadah organisasi petani yang kuat dan mengarah
kepada organisasi/bisnis bersama yang dapat mengelola,
merencanakan dan mengoganisir kegiatan on farm hingga on farm.

b. Konsep Pengembangan Ruang.

Konsep rencana pemanfaatan ruang yang akan diterapkan adalah
Fleksibel Zoning artinya dalam bentuk ruang (spatial), peruntukan yang
dimaksud tidak bersifat mutlak, dalam kondisi tertentu, pemasukan
aktivitas lain terhadap kawasan yang telah ditetapkan asal tidak merubah
fungsinya

Salah satu upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan
pengembangan suatu  kawasan diantaranya adalah dengan
mengutamakan potensi-potensi yang ada baik berupa sumber daya alam,
maupun sumber daya manusia. Pemanfaatan atau pengembangan sumber
daya alam dapat berupa pemanfaatan iklim, curah hujan, kondisi tanah,

luas areal yang dimiliki, sedangkan pemanfaatan sumber daya manusia
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antara lain dengan pemanfaatan tenaga kerja, dan pengelolaan
(management) usaha tani.

Sejalan dengan komoditas unggulan yang dicanangkan untuk
pengembangan kawasan KTM labangka yaitu berupa pengembangan
usahatani jagung dan pengembangan ternak sapi potong, maka perlu ada
beberapa perubahan terutama dari management usahatani. Kondisi saat
ini untuk tanaman jagung dalam proses pengeringan masih
menggunakan sistem kering pohon, sehingga dengan cara ini
mengakibatkan usahatani yang ada kurang produktif karena dalam satu
tahun hanya dapat dilaksanakan satu kali panen.

Begitupun dengan usaha ternak sapi, masih menggunakan sistem
dilepas tanpa dikandang (diumbar), hal inipun dapat mengakibatkan
terjadi beberapa resiko misalnya ternak tertukar, hilang, terkena
penyakit, fases sapi yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal
sebagai pupuk organik.

Untuk dapat mengurangi beberapa resiko kegagalan usahatani
tersebut terutama untuk tanaman maupun ternak unggulan, yaitu dengan
cara intensfikasi lahan artinya lahan yang digunakan untuk usahatani
dikelola dengan baik, pemberian sarana dan prasarana yang memadai,
penggunaan teknologi sehingga harapannya, dengan satuan luas yang
sama dapat memberikan hasil produksi menjadi lebih optimal.

c¢. Konsep Pengembangan Masyarakat.
Perencanaan dan pengembangan kota bersifat masyarakat, artinya

melibatkan masyarakat secara aktif, hal ini berdasarkan bahwa tujuan
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perencanaan dan pengembangan perkotaan sangat terkait dengan tujuan
masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perencanaan dan
pengembangan kota merupakan kegiatan yang sungguh-sungguh
berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian pendekatan
partisipasi dinilai cukup penting karena merupakan bentuk komitmen
dari masyarakat itu sendiri. Secara umum konsepsi pembangunan
dilaksanakan berdasarkan keterlibatan secara aktif dan langsung oleh
masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan pengawasan yang pada akhimya menumbuhkan rasa tanggung
jawab pemanfaatan dan menjaga kesinambungan terhadap program
pembangunan wilayahnya. Dengan demikian konsep pengembangan
masyarakat dikawasan KTM Labangka secara garis besar meliputi :

1) Membentuk kelompok tani pada setiap desa.

2) Peningkatan skill, pengetahuan, wawasan dalam pengembangan

komoditas unggulan dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
3) Pelatihan keterampilan di bidang manajemen.

4) Melakukan studi banding pada daerah yang sudah maju.

B. Temuan Lapangan
1. Proses Pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa
Proses terbentuknya KTM Labangka Kabupaten Sumbawa dan
implementasi kebijakan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka

Kabupaten Sumbawa sudah dimulai sejak tahun 2007, yaitu:
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b. Surat/Penyempaian Usulan KTM Labangka oleh Bupati Sumbawa
tentang Pembentuykan KTM Labangka oleh Bupati Sumbawa dengan
Surat Nomor: 475.1/026/Transmigrasi/07, tanggal 17 Januari 2007.

c. Pemaparan/Ekpose ke-1 Bupati Sumbawa di forum Pokja Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta tanggal 2 Mei 2007.

d. Kunjungan Dirjen P2MKT Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, ke Lokasi Calon KTM Labangka, tangggal 20 Juni 2007.

e. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten
Sumbawa, berdasarkan Surat Kepuusan Bupati Sumbawa Nomor : 1559
Tahun 2007, tanggal 9 Juli 2007.

f. Persetujuan Pembangunan dan Pengembangan KTM Labangka oleh
DPRD Kabupaten Sumbawa dengan Surat Keputusan Ketua DPRD
Kabupaten Sumbawa No : 600/232/DPRD/2007, tanggal 19 Juli 2007.

g. Penyusunan Master Plan KTM Labangka, 27 Agustus tahun 2007

h. Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan KTM Labangka oleh
Gubernur NTB dengan Surat No : 595/543/Ekon, tanggal 25 September
2007.

i. Pemaparan/Ekpose ke-2 Bupati Sumbawa di forum Pokja Pusat, Jakarta
tanggal 8 November 2007.

j. Pencanangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa oleh Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di Mataram

tanggal 25 November 2009.
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Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa proses implementasi
kebijakan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka sudah dimulai
sejak tahun 2007 sampai sekarang.

a. Sosialisasi dan Diseminasi

Sosialisasi kepada stakeholders yang turut serta baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan
pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa dilakukan
terutama oleh SKPD terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumbawa.

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan adalah melalui rapat
koordinasi, publikasi, dan kunjungan lapangan. Sosialisasi juga
dilaksanakan meskipun secara terbatas dengan memanfaatkan forum
atau media silaturrahim dengan berbagai kelompok masyarkat.
Forum~forum yang dimaksud antara lain pertemuan dalam acara~acara
yang diselenggarakan masyarakat maupun acara~acara formal yang
dihadiri berbagai pihak yang terkait.

Selain sosialisasi juga dilakukan diseminasi yaitu penyebaran
informasi secara luas melalui media massa maupun barang~barang
cetakan seperti leaflet, brosur, maupun media cetak dan online, seperti
portal atau website.

b. Pengorganisasian
Proses pengorganisasian merupakan tahapan pembentukan

organisasi pelaksanaan yang meliputi pembagian tugas dan fungsi,
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penyusunan unit Kkerja/tim; pengaturan tata kerja dan petunjuk
pelaksanaan serta menetapkan mekanisme koordinasi.

Salah satu organisasi yang dibentuk dalam mendukung suksesnya
program pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa adalah
Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati
Sumbawa.

c. Program Kerja

Penyusunan program kerja merupakan proses implementasi
kebijakan yang menguraikan perincian program kerja dalam rangka
menjadi solusi masalah yang perlu dipecahkan melalui kegiatan yang
dilaksanakan.

Perincian program kerja meliputi jenis~jenis kegiatan, target
yang ingin dicapai, sumberdaya yang diperlukan, waktu pelaksanaan,
networking planning, serta prasarana dan sarana yang diperlukan.

d. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan merupakan sarana terpenting dalam
mewujudkan tujuan implementasi. Dalam kaitan ini penting dijelaskan
jenis~jenis kegiatan yang dilaksananakan dan unit~unit yang
melaksanakan. Selain itu dalam proses ini penting juga dijelaskan
dampak pelaksanaan serta bentuk~bentuk pelaksanaan kebijakan.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan diformulasikan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang mendapatkan

alokasi anggaran dari APBD. Sedangkan untuk kegiatan yang
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mendapatkan anggaran dari APBN diformulasikan dalam DIPA APBN
untuk SKPD terkait.
2. Implementasi Kebijakan Pengembangan KTM Labangka Kabupaten
Sumbawa
a. Komunikasi

Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah secara integral
dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), serta untuk meningkatkan
pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan khususnya
bagi pelaksana di lapangan dan kelompok kerja KTM di daerah,
dilakukan komunikasi kebijakan.

Komunikasi kebijakan terkait KTM Labangka dilakukan melalui
sosialisasi, pertemuan dengan berbagai stakholder, kunjungan dan rapat
koordinasi.

Sosialisasi terkait KTM Labangka sudah dimulai sejak awal, yaitu
sejak adanya rencana menjadikan kawasan Labangka sebagai lokasi
pengembangan KTM pada tahun 2007.

“Masyarakat Labangka siap mendukung wilayahnya dijadikan
Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dukungan ini ditandai dengan
pemasangan spanduk di Kantor Camat Labangka. Perwakilan
warga, Suparin SAP mengatakan bahwa ditunjuknya Labangka
sebagai KTM merupakan salah satu penghargaan pemerintah
pusat. Selama ini keberadaan Labangka yang merupakan anak
dari kecamatan induk Plampang. Keberadaannya terpencil.
Masyarakatnya yang tinggal di sepanjang Pantai Selatan seolah-
olah hidup belum merdeka meski negara sudah merdeka. Meski
hasil panen melimpah, namun masyarakat setempat sulit untuk
memasarkan hasil panennya disebabkan sulitnya transportasi
akibat rusaknya jalan. Karenanya, keberadaan KTM ini akan
meretas semua masalah tersebut’. (Harian Umum Gaung, 21 Juni
2007).
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Dukungan yang sama juga disampakan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Yahya Adam,
BA,

“Kami sangat mendukung kebijakan pengembangan KTM

Labangka, karena dengan adanya kebijakan ini akan memberi

peluang kepada berbagai pihak untuk mewujudkan suatu harapan

masa depan yang lebih baik, misalkan para transmigran yang
menggantungkan hidupnya dari usaha tani tentu akan mendapat
kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan hasil
produksinya, karena pembangunan KTM ini akan menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya di tempat tersebut sesuai
komuditas unggulan yang dihasilkan, sehingga pemasarannya
lebih mudah dan lebih cepat pula dirasakan keuntungannya oleh

para petani”.(Wawancara, 10/11/2012)

KTM Labangka Kabupaten Sumbawa dicanangkan oleh Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di Mataram tanggal
25 November 2009. Sebagai wujud dukungan masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pada tahap awal telah dikucurkan dana
awal pembangunan dan pengembangan KTM Labangka pada tahun 2010
sebesar Rp. 4 miliar dari APBN, APBD Provinisi dan APBD Kabupaten
Sumbawa.

Dalam pembangunan dan pengembangan KTM Labangka sejak
tahun 2009, juga dibentuk Peraturan Daerah tentang KTM Labangka,
kunjungan kerja ke KTM yang sudah berhasil, yaitu ke KTM Tulang
Bawang, Lampung, dan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) KTM
yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi seluruh stakeholders serta
dinas teknis di Kabupaten Sumbawa untuk melakukan sinergi program

dalam mendukung KTM.
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Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan
pengembangan KTM Labangka dilaksanakan melalui komunikasi
langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, baik cetak
maupun elektronik (televisi dan radio).

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi
kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima
manfaat maupun kepada SKPD pendukung. Proses ini dilaksanakan
melalui pertemuan langsung, rapat-rapat koordinasi dan melalui
pemberitaan di media massa.

Edward (1980) menyatakan bahwa transmisi, sebelum keputusan
diimplementasikan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah
dibuat dan perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ini artinya, mereka
yang melaksanakan keputusan harus mengetahui dengan pasti apa yang
harus mereka lakukan. Oleh karena itu, keputusan-keputusan kebijakan
dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat. Ini
berarti komunikasi-komunikasi harus akurat dan dapat dimengerti dengan
cermat oleh pelaksana.

Dalam kaitan ini yang diperlukan adalah konsistensi, maksudnya
bahwa jika implementasi kebijakan ingin berjalan efektif, maka perintah-
perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Disamping itu, perlu
dihindari adanya perintah-perintah yang bertentangan satu sama lain.
Sebab  keputusan-keputusan  yang  bertentangan tentu  saja

membingungkan dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



8542694

Kebijakan umum tersebut selanjutnya secara lebih teknis
dijabarkan kedalam kebijakan anggaran yang tertuang dalam APBD.
Kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan
persetujuan DPRD merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan
operasional oleh para implementor.

Hal penting pada tahap ini adalah kejelasan (clarity), maksudnya,
jika  kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang
diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh
para pelaksana, tetapi juga harus jelas. Dikatakannya, ada enam faktor
yang mendorong ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu:
(a) kompleksitas kebijakan publik; (b) keinginan untuk tidak mengganggu
kelompok-kelompok masyarakat; (c) kurangnya konsensus mengenai
tujuan-tujuan kebijakan; (d) masalah-masalah dalam memulai suatu
kebijakan baru; (¢) menghindari pertanggungjawaban kebijakan; dan (f)
sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

b. Sumberdaya

Faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan pengembangan
KTM Labangka Kabupaten Sumbawa masih belum memadai, baik
menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan

maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.

Sumberdaya yang penting dalam menentukan efektivitas

implementasi kebijakan adalah staf Disamping jumlahnya yang cukup,

juga staf yang ada harus punya kualitas yang baik atau memiliki keahlian
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ataupun keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan,
baik keterampilan tehnis maupun dalam pengelolaan.

Sumberdaya penting lainnnya dalah informasi. Dalam kaitan ini,
informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: (a) informasi megenai
bagaimana melaksanakan kebijakan; dan (b) data tentang ketaatan
personil-personil  terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Artinya,
pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang dan
organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan mentaati undang-
undang atau tidak.

Dalam sumberdaya termasuk juga didalamnya wewenang.
Artinya, diperlukan adanya wewenang formal (wewenang di atas kertas)
untuk melaksanakan kebijakan yang harus digunakan secara efektif,
disamping fasilitas-fasilitas. Maksudnya adalah fasilitas-fasilitas dan
perlengkapan yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas
kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Dengan kata lain
diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Faktor sumberdaya dinyatakan oleh semua informan belum
memadai, baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran,
peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.

Sumberdaya manusia pada setiap SKPD pelaksana maupun SKPD
pendukung terutama staf operasional yang secara teknis mengurus
implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka jumlahnya

sangat sedikit, sehingga tidak cukup mendukung. Demikian pula
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kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih. Demikian juga untuk
sumberdaya staf dilapangan. Sumberdaya anggaran juga dirasakan masih
sangat kurang, terutama biaya operasional.

c. Dispeosisi

Faktor disiposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan.
Keceﬁdemngan-kecendemngan bisa menimbulkan hambatan dalam
implementasi kebijakan yang efektif, bila beberapa kebijakan masuk
kedalam “zone ketidakacuhan” para administrator, yaitu bila kebijakan-
kebijakan bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijakan
substantif para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau
organisasi mereka. Artinya, bila para pelaksana tidak sepakat dengan
substansi suatu kebijakan.

Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
para pelaksana kebijakan perlu diperbaiki misalnya dengan memberikan
insentif yang memadai, atau memberikan sanksi-sanksi bagi yang
mengarah pada kecenderungan negatif.

Para implementor dan semua stakeholder menghendaki agar
pengembangan KTM Labangka terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dilihat dari aspek acceptence, sikap menerima masyarakat masih
perlu diperkuat lagi karena belum tumbuh partisipasi yang kuat dari
masyarakat. Sebagian besar kelompok penerima manfaat yang
diinterview menyatakan KTM Labangka dianggap sebagai proyek
pemerintah, sehingga ada masih sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap

pelaksanaan dan pengembangan KTM Labangka. Bahkan, masih ada
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yang menyatakan bahwa pola implementasi KTM Labangka yang
bersifat proyek.
d. Struktur Birokrasi

Pada umumnya birokrasi adalah pelaksana utama kebijakan
publik, maka struktur birokrasi menjadi penting. Dikatakan Edwads
(1980), birokrasi memiliki dua karakteristik, yaitu: (a) prosedur-prosedur
kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut Standar Operating
Procedures (SOP). Hal ini merupakan tanggapan internal terhadap
waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan
untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang
kompleks dan tersebar luas; dan (b) fragmentasi, yang berasal dari
tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite
legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif,
konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-
organisasi birokrasi pemerintah.

Organisasi pelaksana (Pokja) baik di tingkat Pusat, Provinsi
maupun Kabupaten, meskipun telah disusun dengan rapi dan pembagian
tugas yang jelas, belum diikuti dengan strategi dan langkah yang sama
atau memadai dalam implementasinya.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus
menyiapkan SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi
kebijakan pengembangan KTM Labangka. Demikian pula dengan proses
monitoring dan evaluasi masih diadakan sekedarnya, belum ada

standarisasi maupun mekanisme yang jelas. Bahkan ketika terjadi
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hambatan atau masalah dilapangan tidak tersedia mekanisme pengaduan

maupun pengawasannya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan KTM Labangka

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat
implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten
Sumbawa, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, faktor pendukung. Faktor pendudkung implementasi
kebijakan kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten
Sumbawa, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Adanya Undang-Undang terkait, seperti:

1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

b. Adanya Peraturan Pemerintah terkait, seperti:
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1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3721);

2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3800);

3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

c. Adanya Kepmen Nomor: 214/Men/ V/2007 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan
Transmigrasi).

d. Adanya komitmen yang kuat dari Bupati Sumbawa dalam pengembangan
KTM Labangka Kabupaten Sumbawa.

e. Adanya Pokja KTM baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi
kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1) Minimnya koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

termasuk kurang optimalnya peran Pokja
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2) Jumlah dan kualitas petugas yang ada pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang dirasakan masih rendah.

3) Sarana dan  prasarana yang  kurang memadai dalam
mengimplementasikan kebijakan.

4) Kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun luar

daerah, terutama dengan para investor.

C. Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan KTM Labangka

Terkait dengan temuan lapangan yang berkaitan dengan
implemenetasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten
Sumbawa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, faktor komunikasi. Faktor komunikasi menyangkut
proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi
informasi yang disampaikan. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang
bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan
KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa mengetahui dengan baik dan
benar apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Karena itu, dalam komunikasi, pembuat kebijakan
mentransmisikan kebijakan kepada personalia yang tepat dengan cara yang
jelas, akurat dan konsisten. Hal ini dimaksudkan agar implementor
kebijakan tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan
kebijakan pengembangan KTM. Karena itu, keakuratan komunikasi

kebijakan dan keakuratan dalam menyampaikan kebijakan kepada
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implementor kebijakan akan mengurangi rintangan dalam implementasi
kebijakan.

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, maka
ukuran implementasi haruslah jelas agar pihak yang mengimplementasikan
kebijakan tahu dengan persis apa yang harus dilakukan. Hal lainnya adalah
konsistensi dalam komunikasi kebijakan agar implementor dapat
melaksanakannya secara efektif.

Proses penyampaian informasi kebijakan pengembangan KTM
Labangka di Kabupaten Sumbawa, sudah dilaksanakan oleh berbagai
pihak dan menggunakan berbagai macam saluran atau media. Hal yang
sering terjadi dalam komunikasi kebijakan adalah distorsi komunikasi
sebagai akibat dari penggunaan media komunikasi yang tidak efektif atau
karena komuniasi yang tidak langsung diterima oleh implementor
kebijakan.

Hasil pengamatan lapangan ke SKPD, wawancara dengan
berbagai pihak menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau koordinasi
dalam implementasi kebijakan KTM Labangka sudah dilakukan namun
masih belum optimal terutama dalam mensinergikan program dan kegiatan
pada tingkat lapangan sebagaimana dikatakan salah satu informan, Kepala
Bappeda Kabupaten Sumbawa, L. Suharmaji, ST. MT,

“Dalam pelaksanaan teknis kebijakan KTM Labangka, disadari
bahwa sekalipun koordinasi sudah intensif dilakukan namun
sinergi program dan kegiatan pada tingkat lapangan masih belum
optimal. Masih  diperlukan adanya upaya-upaya untuk
mensinergigan visi-misi beberapa SKPD terkait yang dapat di
tuangkan dalam bentuk kegiatan yang saling mendukung lintas
SKPD. ”(Wawancara, 8/11/2012).
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Dalam hal pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam proses
pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka ini,
Kabid Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dwi Wahyudi,
menyampaikan hal yang senada saat diminta pandangannya pada

kesempatan wawancara, 28/12/2013,

“Dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya program
pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri
Labangka sangat diperlukan adanya komunikasi yang baik dan
komitmen yang kuat dari semua SKPD, yang demikian itu saya
melihat saat ini meski sudah berupaya dilakukan tapi belum
tampak sungguh-sungguh terlaksana dengan baik di tingkat
lapangan, sehingga program tersebut terkesan jalan di tempat.
Kemudian hal lain yang ditimbulkan akibat komunikasi ini tidak
berjalan efektif adalah tidak berfungsinya secara maksimal badan
pengelola yang telah dibentuk dengan SK Bupati Sumbawa Nomor:
1826 Tahun 2010 yang mempunyai tugas sangat penting
diantaranya, Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang
perencanaan, penganggaran, pembangunan, pengembangan,
peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur dan lain-lain”.

Sementara Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan
pengembangan KTM Labangka tetap selaiﬁ diupayakan, disamping
dilaksanakan oleh para implementor, juga menjadi penekanan pada setiap
kesempatan dari Bupati Sumbawa. Hal ini dilakukan oleh Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, dalam berbagai kesempatan.

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi
kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima
manfaat maupun kepada SKPD pendukung. Proses ini dilaksanakan
melalui pertemuan langsung dan rapat-rapat koordinasi. Dalam hal ini,
dari hasil wawancara Kepala Bappeda mengungkapkan, “Kebijakan

pengembangan KTM Labangka baik mengenai tujuan maupun sasaran
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disampaikan oleh kepala daerah melalui beberapa media, namun yang
terutama pada forum-forum rapat koordinasi baik internal SKPD
Pemerintah Kabupaten yang melibatkan masyarakat, misalnya melalui
musrenbang maupun pemangku kepentingan lainya (DPRD).”

Kedua, faktor sumberdaya. Faktor sumberdaya dinyatakan oleh
semua informan belum memadai, baik menyangkut kebutuhan
sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi
dan kewenangan. Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan
oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang ada. Sebab sumberdaya bisa
menjadi faktor yang kritis dalam megimplementasikan kebijakan
pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka.

Sumberdaya yang penting dalam implementasi kebijakan
pengembangan KTM Labangka adalah kecukupan personil dan
kemampuan yang memadai dalam implementasi kebijakan. Artinya,
bahwa dalam pengembangan KTM Labangka dibutuhkan staf yang tepat
untuk melakukan tugasnya, memiliki informasi yang jelas, menguasai
kebijakan yang ada, memiliki otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya, serta memiliki fasilitas dalam menjalankan tugasnya.

Terkait masalah sumber daya ini, Kepala Bidang Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Zainal
Abidin, S.Sos, mengatakan,

“Idealnya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan atau
program maka harus didukung oleh semua sumber daya yang ada
baik itu dari segi SDM nya, anggarannya, maupun peralatan yang
cukup memadai dari  kuadlitas dan kuantitasnya, terutama

menyangkut kecukupan personil dan kemampuan yang dimiliki
oleh sumber daya manusia dalam mengusrus program
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pembangunan dan pengembangan KTM Labangka ini. Menurut

pandangan kami, kesemuanya itu belum memadai” (Wawancara,

3/12/2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia pada
setiap SKPD pelaksana maupun SKPD pendukung terutama staf
operasional yang secara teknis mengurus implementasi kebijakan
pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa, baik jumlahnya
maupun kualitsanya tidak cukup mendukung. Demikian pula kapasitas
dan kecakapannya masih kurang terlatih.

Sumberdaya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang,
terutama biaya operasional dalam pelakasnaan sosialisasi, pembinaan di
lokasi, sampai pada mdnitoring dan evaluasi. Demikian pula sumberdaya
peralatan untuk mendukung kegiatan dinyatakan belum mencukupi.

Ketiga, faktor disposisi. Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana
kebijakan merupakan faktor lain dalam implementasi kebijakan
pengembangan KTM Labangka. Dalam kaitan ini, implementor kebijakan
haruslah memiliki kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk
mengimplementasikan kebijakan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor dan semua
stakeholder yang menghendaki agar pengembangan KTM Labangka di
Kabupaten Sumbawa terus ditingkatkan. Namun demikian sikap dan
komitmen masing-masing pihak baik di pusat, provinsi, kabupaten,
maupun di SKPD Kabupaten masih perlu diperkuat lagi.

Keempat, faktor struktur birokrasi. Adanya kekurangan dalam

struktur birokrasi dapat menjadi penghambat dalam implementasi
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kebijakan. Adanya fragmentasi organisasi, bisa jadi merintangi koordinasi
yang diperlukan untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar
kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa.

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan agar
adanya keseragaman dalam implmentasi kebijakan pengembangan KTM
Labangka di Kabupaten Sumbawa yang kompleks dan organisasi yang
tersebar luas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan SOP
memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan
yang jelas dan terukur.

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan
implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka pada semua
SKPD, menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan
SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan.
Demikian pula dengan proses monitoring dan evaluasi masih diadakan
sekedarnya belum ada standarisasi maupun mekanisme yang jelas.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan
pengembangan KTM Labangka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung implementasi
kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa yang
terkait dengan peraturan perundang-undangan sudah diimplementasikan
semaksimal mungkin pada semua tingkatan.

Baik Undang-Undang (UU), Praturan Pemerintah (PP), Keputusan

Menteri (Kepmen) sudah dikomunikasikan kepada semua jajaran pada
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semua tingkatan melalui sosialisasi dan media komunikasi lainnya. Namun
dalam implementasinya perlu memperhatikan faktor komunikasi,
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi kebijakan dilakukan pada semua pihak terkait dengan
memanfaatkan semua media komunikasi yang ada, sehingga semua ihak
memahami dengan baik dan benar kebijakan yang ada. Dialog, koordinasi
dan kemitraan menjadi kunci keberhasilan dalam memahami kebijakan
pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa.

Terkait dengan sumberdaya, kebijakan pengembangan KTM
Labangka semestinya menjadi perhatian utama, baik sumber daya manusia,
sumberdaya dana, dan sumberdaya informasi. Sumberdaya pelaksana
pengembangan KTM Labangka di SKPD perlu terus ditingkatkan kualitas
dan kuantitasnya melalui diklat yang terprogram dengan baik, berjenjang,
dan berkesinambungan. Sumberdaya dana perlu terus dioptimalkan,
termasuk sumberdaya informasi.

Terkait dengan disposisi, hal penting yang harus dilakukan adalah
menumbuhkan kemauan dan kemampuan semua pihak agar kebijakan
pengembangan KTM Labangka dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
dengan peraturan yang ada.

Terkait dengan struktur birokrasi, diperlukan adanya standar yang
jelas mulai dari kedudukan, wewenang, tugas dan fugsi, perencanaan
kebutuhan dan penganggaran.

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat yang dirasakan

dalam implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di
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Kabupaten Sumbawa, adalah minimnya koordinasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), termasuk kurang optimalnya peran Pokja sebagaimana
diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Sumbawa Yahya Adam, BA dalam wawancara (10/11/2012),

“Untuk perkembangan suatu wilayah agar cepat tercapai tentu
perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, begitu
pula dengan KTM Labangka, namun pada kenyataannya saat ini
sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya bisa terealisasi
dengan  baik sehingga mengakibatkan perputaran roda
perekonomian menjadi lambat, hal ini salah satunya disebabkan
oleh peran masing-masing SKPD yang tergabung dalam pokja
belum bekerja maksimal.”

Pendapat senada juga disampaikan oleh Camat Plampang,
Drs. Ibrahim, saat wawancara (15/11/2012),

“KTM Labangka merupakan harapan masyarakat, khususnya
masyarakat di tiga Kecamatan yang masuk dalam Kawasan
Pengembangan KTM Labangka yaitu Plampang, Maronge dan
Kecamatan Labangka itu sendiri, namun wujud dari harapan itu
dirasakan sangat lambat dalam realisasinya padahal informasi
mengenai KTM ini sudah diketahui sejak tahu 2007 saat mulai
pelaksanaannya, begitu pula juklak dan juknisnya sudah cukup jelas
diarahkan dalam master plan untuk dijadikan pedoman dalam
proses pengembangan KTM, sekarang tinggal bagaimana para
pihak terkait yang menjadi pelaksana kebijakan untuk saling
mendukung, bersinergi dengan baik, bersatu padu dalam rangka
percepatan pengembangan KTM Labangka, saya rasa ini yang
belum maksimal dilakukan.”

Pada kesempatan lain Camat Maronge, Abdul Haris, SH. juga
memiliki pendapat yang sama dalam hal kurangnya koordinasi tersebut,
lebih jelas diungkapkan sebagai berikut,

“Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka
selain faktor SDM, sarana dan prasarana, finansial kemudian
standar operasional prosedur yang belum dipahami dan
dilaksanakan dengan baik, juga yang sangat penting dan
menentukan sekali adalah keterpaduan rencana antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak
Swasta yang selama ini belum berada dalam satu lingkaran
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koordinasi yang baik, tentu kondisi semacam ini menurut kami tidak

boleh dibiarkan karena akan dapat mengancam keberlangsungan

sebuah program, agar tidak terjadi demikian caranya koordinasi itu
selain lebih intens dilakukan juga harus memiliki komitmen yang
kuat pada setiap stakeholder yang terlibat dalam program

tersebut. ”(Wawancara, 17/11/2012)

Untuk mengatasi hal tersebut, adalah dengan meningkatkan peran
dan fungsi Pokja yang ada.

Mengenai jumlah dan kualitas petugas yang dirasakan masih rendah,
diperlukan penempatan personil yang sesuai dengan kompetensinya, dan
prosedur kerja yang jelas. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui
peningkatan kualitas personil, yaitu dengan kegiatan pembinaan dan
pengawasan yang kontinyu dari pihak-pihak terkait.

Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kebijakan
pengembangan KTM Labangka tersebut diakui oleh Camat Labangka,
Hartono, S.Sos,

“SDM dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka

secara kualitas dan kuantitas belum memadai, terutama pada

kelompok sasaran kebijakan yaitu di Kecamatan labangka, dimana
masih belum tersedianya personil pengelola yang cukup dan mampu
melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan  sesuai arah
kebijakan yang telah ditetapkan. Begitu pula pada tingkat SKPD
terkait yang masih kurang koordinasinya.” (Wawancara,

15/11/2012).

Kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam
mengimplementasikan, termasuk didalamnya anggaran, seharusnya
menjadi perhatian dalam penganggaran agar tidak menjadi penghambat

dalam implementasi kebijakan.
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Kurang memadainya sarana dan prasarana dimaksud dalam arti bila
ditinjau dari perspektif kawasan di akui Kepala Bappeda Kabupaten
Sumbawa,

“Sarana dan prasarana yang saat ini sudah terbangun di KTM
Labangka pada tingkat minimal relative sudah terpenuhi namun
dalam perspektif pengembangan kawasan belum opatimal. Untuk
menjaga keberlangsungan hidup penduduk maka sarana prasarana
yang ada sudah memadai, namun apabila mengacu kepada tujuan
pembentukan KTM maka inprastruktur yang ada belum menjangkau
keseluruhan rentang kegiatan yang diharapkan akan berlangsung di
kawasan tersebut yaitu kegiatan produksi sampai dukungan
terhadap kegiatan peningkatan nilai tambah dan distribusi produk
akhir. Penggunaan terminology kota mengisyaratkan jasa-lah yang
seharusnya dominan berkembang di labangka bukan sebatas
produksi bahan mentah. "(Wawancara, 8/11/2012)

3. Solusi Percepatan Terwujudnya KTM Labangka Kabupaten Sumbawa
Kenyataan menujukkan bahwa saat ini masih teradapat kawasan
transmigrasi yang telah dibangun namun belum berkembang menjadi pusat-
pusat pertumbuhan baru sebagaimana diharapkan. Karena itu, dalam
paradigma baru pembangunan transmigrasi, ditempuh dua kebijakan
strategis, yaitu: (1) revitalisasi kawasan transmigrasi, dan (2) reorientasi
kawasan transmigrasi. Kebijakan yang terahir ini dilakukan melalui
pengembangan dan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
berdasarkan KEPMEN TRANS Nomor 214/MEN/V/2007 tentang Pedoman
umum Pembangunan dan Pengembangan Kota terpadu mandiri di Kawasan

Transmigrasi.
Di seluruh pelosok Indonesia kawasan-kawasan transmigrasi yang

telah dikembangkan sebagian kecil diantaranya sudah berkembang dan
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menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru tetapi sebagian besar masih
memerlukan upaya penanganan agar dapat berkembang menjadi sentra-
sentra produksi.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan unit-unit
pemukiman transmigrasi, diantaraya adalah tingkat aksesibilitas ke lokasi
trasmigrasi yang rendah, produksi para trasmigran yang tidak dapat
dipasarkan, lahan trasmigrasi yang marginal (tidak subur), sarana dan
prasarana sosial ekonomi yang kurang mendukung pengembangan usaha
transmigran serta adanya sengketa kepemilikan lahan.

Akibatnya, kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi tidak meningkat,
pendapatan para transmigrannya tetap rendah, desa transmigrasi tidak
memiliki daya tarik untuk para pemilik modal untuk mengembangkan
usahanya, kebutuhan masyarakat masih tergantung dari luar pemukiman.

Disamping itu penduduk lokal yang berada di sekitar unit-unit
pemukiman transmigrasi belum mendapat sentuhan pemberdayaan yang
setara dengan transmigran, sehingga tingkat produktifitas dan
pendapatannya masih relatif rendah. Dampak lainnya adalah timbulnya
kecemburuan sosial karena adanya perbedaan perlakuan antara transmigrasi
dan masyarakat lokal. Keseluruhan masalah tersebut berdampak pada
tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran sampai saat ini belum
meningkat.

Melalui program Kota Terpadu Mandiri (KTM), diharapkan
permasalahan yang ada di kawasan transmigrasi dapat diatasi. Hal ini sesuai

dengan tujuan pembanguna KTM, yaitu: (1) menciptakan sentra-sentra
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agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta untuk
menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk
sekitar, serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja; (2)
meningkatkan pendapatan dan kesejateraan transmigran dan penduduk
sekitar; dan (3) Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk
sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.

Sasaran pembangunan KTM adalah: (1) peningkatan investasi
budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan; (2) peningkatan
produktivitas transmigran dan penduduk sekitar; (3) peningkatan
pendapatan asli daerah; (4) peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang
berwawasan lingkungan; (5) perluasan kesempatan kerja; dan (6)
peningkatan jaringan infrastruktur.

Seperti dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin
Iskandar (8/3/2010) ketika mencanangkan pebangunnan Kota Terpadu
Mandiri (KTM) Lagita, di Kabupaten Bengkulu Utara, Provnsi Bengkulu,
bahwa: pengembangan KTM sebagai suatu wilayah transmigrasi terpadu
akan mendongkrak investasi. KTM diharapkan juga sebagai motor
penggerak ekonomi kawasan transmigrasi guna mendongkrak tenaga kerja.
“Untuk kedepannya, pengembangan KTM difokuskan untuk menarik
investasi dan membuka lapangan kerja baru dengan mengembangkan
konsep wirausaha baru di kawasan transmigrasi.”

Dalam kesempatan memimpin rapat koordinasi Pokja KTM
Labangka, 7/4/2012 Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik,

menyatakan, “Bahwa dalam kerangka rencana pembangunan jangka
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menengah dan jangka panjang daerah, pengembangan KTM diharapkan
akan memberikan konstribusi dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru
di kawasan bagian timur. Pilihan sector yang akan dikembangkan di
Labangka dapat mendukung upaya menuju Sumbawa sebagai daerah
berbasisi agrobisnis di tahun 2025.”

Namun, pada kenyataannya, dalam perjalanan program ini, terkesan
lambat, bahkan di beberapa kawasan KTM jalan ditempat. Seperti pernah
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ir.
Jamaluddin Malik, di Takengon, Aceh (08/02/201 3).

“Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) terkesan seperti jalan di

tempat, padahal sudah sejak 10 tahun sejak digulirkan, program

KTM yang tersbesar di seluruh Indonesia. tapi hingga kini belum

sepunuhnya menunjukkan satu keberhasilan dan kemandirin,

sebaimana cita-cita dan tujuan sesuai rencana, padahal masyarakat
sudah banyak berharap.”

Peran dominan sebatas yang dilakoni oleh Kementerian Nakertrans
dalam hal ini Ditjeri Transmigrasi saja, sedangkan kementerian-kementrian
lain termasuk pemerintah propinsi dan juga termasuk Pemerintah kabupaten
belum signifikan, padahal lokus dan manfaat program ini secara langsung
dirasakan oleh masyarakat kabupaten, merupakan salah satu penyebab
program KTM ini menjadi lambat.

Kemudian peran swasta selaku pelaksana kebijakan juga belum
nampak padahal secara normatif, kontribusi finansial yang diharapkan dari
mereka sebesar 40 %, di samping pemerintah pusat 30 % dan Daerah

( Pemprop dan Pemerintah kabupaten sebesar 30 % ) untuk mensukseskan

program tersebut.
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Terlepas dari semua itu, yang paling penting sekarang ini adalah
goodwill dan goodfaith ( itikad baik ) pemerintah kabupaten sumbawa
untuk 'istigomah’ atau konsisten menjadikan KTM Labangka sebagai salah
satu strategi percepatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, karena itu
berbagai sumberdaya dan program yang integrated dari berbagai elemen
perlu diselaraskan dan disinkronisasikan agar implementasi kebijakan
pengembangan KTM Labangka menjadi efektif.

a. Memangkas Ego Sektoral

Untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan Kota
Terpadu Mandiri di kawasan trasmigrasi yang telah ditempati maka perlu
dilakukan upaya pengembangan yang pelaksanaannya harus terintegrasi
dengan pembangunan daerah keseluruhan, disamping itu tidak dapat
dilaksanakan hanya oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
namun perlu didukung oleh sektor-sektor terkait, masyarakat serta
investor.

Hal ini diperlukan karena Pengembangan Kota Terpadu Mandiri
(KTM) di kawasan transmigrasi dirancang menjadi pusat pertumbuhan
yang mempunyai fungsi perkotaan. Fungsi perkotaan dalam hal ini
adalah tersedianya berbagai fasilitas meliputi (1) pusat kegiatan ekonomi;
(2) pusat kegiatan industri pengolahan hasil; (3) pusat pelayanan jasa dan
perdagangan; (4) pusat pelayanan kesehatan; (5) pusat pendidikan dan
pelatihan; (6) sarana pemerintahan; (7) fasilitas umum dan sosial

(Kepmen Nomor: 214/Men/ V/2007 tentang Pedoman Umum
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Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan
Transmigrasi).

Implementasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan
transmigrasi merupakan solusi mempercepat terwujudnya pusat-pusat
pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang
relatif belum berkembang dan menarik minat kaum muda untuk ikut
bertransmigrasi.

Salah satu faktor lambannya implementasi KTM adalah “masih
kuatnya” ego sektoral. Lambannya percepatan pembangunan dan
pengembangan KTM sesungguhnya terjadi karena diskontinuitas yang
terjadi pada empat tahap manajemen pembangunan, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan (monitoring) dan evaluasi.

Diskontinuitas ini disebabkan karena proses-proses kerja integratif
yang selama ini dilakukan hanya mencakup dua dari empat level
manajemen, yaitu pelaksanaan dan monitoring. Sedangkan pada tahap
perencanaan dan evaluasi proses-proses integratif ini belum berjalan
dengan baik, padahal dua tahap ini juga tidak kalah penting dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari satu batang tubuh manajemen
pembangunan.

Perencanaan adalah pondasi, level yang sangat menentukan
berhasil atau tidaknya proses pembangunan. Sementara evaluasi
diperlukan untuk mengukur sekaligus menjadi mekanisme koreksi agar

laju pembangunan tetap on track, sesuai dengan yang direncanakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42694
106

Masih adanya ego sektoral ini, diakui oleh Dirjen Pembinaan dan
Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigasi (P2MKT)
Kemnakertrans Roosary Tyas Wardani. Seperti dikemukakannya dalam
Forum Diskusi Bakohumas dengan tema “Pembangunan Kawasan Kota
Terpadu Mandiri Menuju Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru/Embrio
Kota di Kawasan Transmigrasi” di Kantor Kemnakertrans, Jakarta
(11/10/2012).

"Pembangunan model KTM ini bersifat multi dimensi, multipihak,
multisektor dan lintaswilayah yang merupakan program
kebutuhan/kepentingan bersama antara pemerintah, provinsi, dan
kabupaten/kota, lembaga legislatif dan masyarakat maka tak
jarang timbul ego sektoral di dalamnya sehingga dibutuhkan
konsensus bersama."

Agar pembangunan dan pengembangan KTM lebih cepat dan
mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka setiap komponen
dan unit kerja baik di pusat maupun daerah, perlu didorong keluar dari
cangkang-cangkang ego sektoral mereka masing-masing dengan
menerapkan pendekatan integratif padé semua tahapan manajemen
pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga
evaluasi. Dengan tidak adanya ego sektoral maka pembangunan KTM
akan saling komprehensif dan saling mengisi sehingga kesejahteraan
masyarakat di kawasan transmigrasi bisa lebih cepat terwujud.

Untuk mewujudkan KT™M seperti yang diharapkan,
pembangunan KTM perlu dilaksanakan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh komponen pembangunan, diantaranya adalah badan

usaha. Pendekatan partisipatif dimunculkan untuk meyakinkan agar

seluruh komponen pembangunan dapat mengambil bagian, menikmati
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keuntungan, dan sekaligus menanggung resiko yang ditimbulkan oleh
suatu program.

Damanik dan Danarti (2011), dalam penelitiannya menyimpulkan
bahwa badan usaha merupakan salah satu komponen komunitas
pembangunan KTM yang memiliki peran cukup strategis dalam
menggerakkan perekonomian kawasan KTM yaitu sebagai mitra
pengembangan, mitra usaha, dan investor.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain bahwa partisipasi badan
usaha selaku mitra pengembangan, mitra usaha dan investor dalam
pembangunan KTM relatif rendah karena kurang sosialiasi, perencanaan
yang kurang partisipatif, infrastruktur terbatas, dan letak beberapa pusat
KTM kurang strategis. Partisipasi badan wusaha selaku mitra
pengembangan serta mitra usaha dan investor dalam pengembangan
komoditas unggulan di KTM relatif masih rendah.

Najiyati dan Topo Susilo (2011) mengemukakan, bahwa salah satu
kunci keberhasilan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah
sinergitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu komponen komunitas
pembangunan KTM.

Peran instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam
Kepmen Nakertrans No: KEP.214/MEN/V/2007, perlu dioptimalkan
pelaksanaannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk
didalamnya 10 peran yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi,

diantaranya adalah menyusun petunjuk pelaksanaan.
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b. Partisipasi dan Sinergitas

Partisipasi dan sinergitas merupakan kunci sukses pembangunan
dan pengembangan KTM. Sebab, bisa saja seluruh instansi terkait sudah
memberikan partisipasi tetapi belum terpadu satu sama lain, artinya
belum ada sinergitas. Ini juga bisa menunjukkan bahwa masterplan
belum sepenuhnya dijadikan pijakan oleh lintas intansi di daerah dalam
penyusunan program.

Sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan pembangunan
KTM. Sinergi lintas instansi diwujudkan terutama melalui dukungan
program/kegiatan sesuai dengan masterplan. Tanpa dukungan partisipasi
dan sinergitas seluruh intansi yang kompeten, pembangunan KTM akan
berjalan lambat dan prasarana yang dibangun kurang optimal
kemanfaatannya.

Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigasi (P2MKT) Kemnakertrans Roosary Tyas Wardani,
mengemukakan dalam Forum Diskusi Bakohumas Jakarta (11/10/2012):

“Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, terutama dalam proses
penyusunan rencana dan program, sangat berpengaruh terhadap
pembiayaan. Hal ini seyogyanya dijadikan acuan bagi setiap
stakeholders terkait mulai dari lintas sektor di pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengikat komitmen,
konsistensi dan kontinuitas tersebut maka setiap master plan

KTM yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten/kota

dijadikan produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Roosary menilai paradigma transmigrasi sekarang ini telah

berubah dimana percepatan pertumbuhan ini memerlukan

perencanaan yang matang sejak awal. Wilayah transmigrasi
dikelola, dimonitor, dan terus didorong sedemikian rupa
sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan (koleksi
dan distribusi) bagi kawasan produksi di belakangnya

(hinterland) berbasis agribisnis dengan komoditas unggulan yang
mampu berkembang secara lebih cepat.”
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Sinergitas lintas instansi dalam pembangunan KTM sangat
dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah, baik provinsi maupun
kabupaten (terutama Gubernur, Bupati dan Kepala Bappeda) dalam
menciptakan kesamaan persepsi terhadap pentingnya pembangunan
KTM yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, mantan kepala Dinas
Nakertrans Kabupaten Sumbawa DR. Ikhsan Safitri, M.Si yang pernah
ikut terlibat secara langsung dalam program KTM ini mengakui belum
adanya kesamaan persepsi tersebut,

“Secara konseptual kebijakan pengembangan KTM Labangka

sangat bagus, namun dalam tataran implementatif terdapat

beberapa kendala, antara lain, koordinasi antar lembaga
pemerintahan yang belum padu, juga belum adanya kesamaan
persepsi, terkesan seolah-olah program KTM hanyalah milik

Nakertrans. padahal seharusnya dipandang sebagai strategi

untuk mengakselerasi pembangunan daerah, dan karena itu

merupakan program daerah. karena program daerah, maka
seharusnya yang lebih berperan adalah Bappeda untuk
memudahkan koordinasi dengan SKPD-SKPD lain”.(Wawancara

5/11/2012).

Pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, termasuk DPRD), perlu
meyakinkan bahwa pembangunan KTM bukan pekerjaan dinas
penyelenggara transmigrasi saja tetapi pekerjaan Pemerintah Daerah
yang harus didukung oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
terkait.

Komitmen Pemerintah Daerah juga harus ditindaklanjuti pada
tataran yang lebih operasional dalam bentuk penyelenggaraan rapat
koordinasi Pokja yang diselenggarakan secara berkala serta penyusunan

rencana bersama dengan melibatkan lintas sektor.
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Ernan Rustiandi dan Sugimin Pranoto (2008), yang mengatakan
bahwa penyusunan masterplan kawasaan agropolitan perlu memuat tugas
pokok dan fungsi kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) agar
tidak terjadi tumpang kepentingan. Para pemangku kepentingan dalam
penyusunan masterplan adalah instansi pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat.

Penyusunan rencana bersama dapat dimulai dari daftar kebutuhan
pengembangan komoditas unggulan yang dijaring dari lapang, dan
kemudian dapat dilengkapi oleh instansi pemerintah untuk dilaksanakan
di hinterland dan pusat KTM.

Penyusunan rencana bersama harus dapat memunculkan urutan
prioritas program yang dibuat berdasarkan urgensi, skala dampak, dan
ketersediaan anggaran. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan atas dasar
urutan prioritas yang ditetapkan.

Guna memperlancar pelaksanakan kegiatan pembangunan KTM
serta meningkatkan partisipasi lintas sektor, perlu dilakukan penyusunan
petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis oleh provinsi. Hal ini penting
mengingat pedoman pembangunan KTM belum secara operasional
memberikan acuan pada kabupaten untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan KTM. Masih banyak hal-hal yang perlu memperoleh
penjelasan dan petunjuk lebih lanjut. Untuk itu, pemerintah pusat perlu

memberikan dorongan dan pendampingan pada pemerintah provinsi.
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c. Revitalisasi POKJA

Revitalisasi  adalah upaya untuk mengembalikan serta
menghidupkan kembali vitalitas yang pernah ada pada kelompok kerja
(POKJA) yang mengalami “kelesuan”. Selain itu, pendekatan revitalisasi
harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada (kebijakan
dan sumberdaya). Dengan dukungan mekanisme kontrol/pengendalian
rencana revitalisasi peran POKJA, harus mampu mengangkat isu-isu
strategis kawasan KTM baik dalam bentuk kegiatan/aktifitas sosial-

ekonomi maupun karakter fisik kawasan.

Kelompok Kerja (Pokja) adalah suatu organisasi di luar struktur
organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau Tim yang
bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur intern maupun
ekstern organisasi yang bersangkutan, dibentuk berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang, bertugas untuk membantu pimpinan dalam
menghasilkan konsep peranti lunak atau naskah.

Kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi
untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu
tiap anmggota dalam bidang tanggungjawabnya. Tujuannya adalah
berbagi informasi dan tanggungjawab.

Kelompok kerja adalah sekumpulan orang terdiri atas beberapa
orang yang: (1) mempunyai tujuan yang sama; (2) mempunyai
kepentingan yang sama; (3) saling bekerjasama; (4) saling berhubungan;
(5) memiliki rasa ikut bertanggungjawab; (6) saling tergantung satu

dengan lainnya.
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Pokja yang baik, memiliki ciri-ciri berikut ini :

1) Dialog, koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan
swasta. Artinya Pokja KTM yang mantap haruslah memperlihatkan
sebuah kondisi pembagian ruang peran aktif yang jelas antara
pemerintah, masyarakat dan swasta. Dengan demikian pembangunan
KTM bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan
menjadi tugas seluruh elemen publik.

2) Lengkap secara fungsi, artinya Pokja KTM yang mantap haruslah
mampu memperlihatkan sebuah kondisi adanya rangkaian fungsi
dalam pembangunan dan pengembangan KTM, yang meliputi fungsi
perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi
pembangunan yang dapat dijalankan dengan baik. Selain itu seluruh
rangkaian fungsi pembangunan KTM tersebut haruslah ditangani oleh
lembaga atau organisasi atau pihak yang jelas.

3) Sinergis, artinya Pokja KTM yang mantap haruslah mampu
memperlihatkan suatu kondisi dimana keterlibatan berbagai lembaga
atau pihak dalam pembangunan KTM diwarnai dengan keterkaitan
antar institusi dan antar fungsi secara harmonis. Dengan demikian
diperlukan adanya sistem, mekanisme, kebijakan atau norma yang
mengatur keterkaitan antar fungsi dan lembaga agar dapat
mewujudkan satu kesatuan tindak yang efektif dan efisien dalam

rangka meningkatkan pelayanan di KTM.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan,
dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat
dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Labangka Kabupaten Sumbawa dilihat dari variabel, komunikasi, sumber-
sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku,
dan struktur birokrasi sudah berjalan namun belum optimal, masih ditemui
adanya hambatan dan tantangan.

2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu
Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa disamping adanya
Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya
komitmen yang kuat dari Bupati Sumbawa dalam pengembangan Kota
Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa

3. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu
Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa terutama terkait dengan
belum optimalnya peran dan fungsi POKJA, jumlah dan kualitas petugas
pelaksana yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan
prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi, dan
belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas
mengenai implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka pada

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
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4. Solusi untuk percepatan peruwjudan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Labangka Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: (1) memangkas
ego sektoral dalam pembangunan KTM; (2) meningkatkan partsipasi dan

sinergitias antara semua stakeholder terkait; dan (3) revitalisasi POKJA.

B. Saran
Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan
sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perlu terus ditingkatkan komitmen dari Pemerintah, Gubernur, Bupati, dan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengembangan
KTM Labangka di Sumbawa yaitu dengan cara melaksanakan peran dan
fungsi masing-masing komponen sesuai dengan apa yang telah digariskan
dalam Kepmen Nakertrans nomor KEP.214/MEN/V/2007 tentang
pedoman umum pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri
di Kawasan Transmigrasi.

2. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM
Labangka, perlu dihindari adanya ego sektoral yang menjadi penghambat
dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Untuk menghindari
hal tersebut, perlu adanya pendekatan integratif pada semua tahapan
manajemen pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
monitoring hingga evaluasi pada setiap komponen unit kerja baik di pusat

maupun di daerah.
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3. Sinergitas dan partisipasi dari semua pihak terkait baik internal maupun
eksternal dalam pengembangan KTM Labangka perlu terus ditingkatkan,
terutama partisipasi masyarakat dan pihak swasta (investor), yaitu dengan
cara membangun sinergitas lintas instansi yang di dukung oleh
program/kegiatan sesuai arahan masterplan. Untuk mewujudkan ini sangat
diperlukan komitmen Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati dan Juga
Kepala Bappeda sebagai koordinator pelaksana program.

4. Peran POKJA yang dibentuk sebagai tulang punggung pengembangan
KTM perlu dioptimalkan peran dan fungsinya baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini yang perlu
diupayakan adalah merevitalisasi pokja agar tetap berada pada posisinya
sebagai kelompok yang dapat membagi informasi dan tangungjawab
kepada masing-masing anggota kelompok, saling berhubungan, bekerja
sama dan ada rasa saling ketergantungan dengan yang lainnya dalam

upaya pencapaian tujuan bersama.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR S TAHUN 2012
TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan Kota
Terpadu  Mandinn  (KTM) di kawasan transmigrasi
merupakan bagian integral dari arah kebijakan serta
strategt bidang ketransmigrasian yang di harapkan dapat
lebih berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan
kecukupan papan, ketahanan nasional, kebijakan energi
alternatif, pemerataan investast ke daerah, serta
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

b. bahwa untuk mendapatkan wilayah potensial di
Kabupaten Sumbawa yvang ditetapkan sebagai
pengembangan permukiman transmigrasi sebagal pusat
pertumbuhan wilayah baru sesua: dengan rencana tata
ruang perlu dibentuk kawasan Kota Terpadu Mandin
Labangka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah
tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota
Terpadu Mandin Labangka.

Menimbang : a.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1655);

Mengingat : 1.

E 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3682);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Noror 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kalt diubah, terakhir dengan Undang-

| Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844):

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI
LABANGKA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Bupati adalah Bupati Sumbawa. -

Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Kota Terpadu Madin, yang selanjutnya disebut KTM, adalah kawasan
transmigrast di wilayah yang pengembangannya dirancang menjadi pusat
pertumbuhan yang mempunyar fungs: perkotaan melalui pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kota Terpadu Mandinn Labangka, yang selanjutnya disebut KTM Labangka,
adalah KTM yang lokasi wilayahnya mencakup Kecamatan Labangka,
Kecamatan Plampang, dan Kecamatan Maronge, yang terdirni dan wilayah
daratan dan laut.

Fungsi perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi pusat
kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industn pengolahan hasil, pusat
pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan Kkesehatan, pusat
pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintahan dan fasilitas umum dan

sosial.
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Transmugras: adalah perpindahan  penduduk secara sukarela untuk
meningkatkan kesejahteraan dan  menectap di wilavah pengembangan
transmugrasi atau lokas: permukiman transmigrasi.
Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT
adalah  wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan
permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah
yang sama sesuai dengan rencana tata rmang wilayah.
Investor adalah lembaga/perusahaan/perorangan yang memberikan
dana/investasi pada suatu program kegiatan untuk menampung dan
mengolah hasil produksi sehingga mendapatkan hasil yang baik melalui
sistim kemitraan.
Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dan usaha
menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan
oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip
saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB I
TUJUAN DAN SASARAN
Bagran Pertama
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka adalah :

a.

(h

()

3)

(1)

meningkatkan kemudahan dalam memenuht kebutuhan dasar yang
memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi

kawasan transmigrasi; dan

menciptakan sentra-sentra aktifitas bisnis yang menarik para investor
sebagar upaya menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di

wilayah transmigrasi dan sekitarnya.

Bagian Kedua
SASARAN

Pasal 3

Sasaran pembangunan dan pengembangan KTM Labangka adalah
tersedianya sarana sosial, ekonomn dan pemernntahan untuk melayani
kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.

Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan usaha
masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.

Pembangunan sentra-sentra kegiatan bisnis untuk menumbuhkan kegiatan
ekonomi masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.

BAB II1
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan pengembangan KTM Labangka mengacu pada teori
pengembangan wilayah melalul pembangunan WPT.
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Pembangunan WPT dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta

terpadu dengan pembangunan Daerah.

BAB IV
LOKASI WILAYAH
Pasal 5

Lokasi kawasan KTM Labangka meliputi wilayah Kecamatan Labangka,
Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge seluas 46.590 ha. (empat
puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh hektar, yang terdiri dar

wilayah daratan dan laut.

Pusat pembangunan dan pengembangan KTM Labangka terletak di Desa
Labangka, Kecamatan Labangka, dengan luas 120 ha. {seratus dua puluh

hektar).

Peta lokasi kawasan KTM Labangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB V

ARAH PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan KTM Labangka diarahkan pada wilayah
pengembangan transmigrast dan kawasan sekitarnya yang kondisi sarana dan
prasarananya kurang memadai dan kawasan yang mempunyai produktifitas

unggulan.

()

2

(3

(4)

(5

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN
DAN POLA USAHA ’

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dilakukan
secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah,
Pemerintah Provinst dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta, serta masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dibiayai
oleh Pemernintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha

Milik Swasta.

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dilakukan
oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah secara bersama
dan terpadu dengan kelompok kera yang dibentuk oleh Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi.
Pola usaha kemitraan untuk pengembangan usaha di kawasan KTM

Labangka menggunakan sistem Bapak Angkat.
Modal usaha untuk pengembangan usaha di bidang produksi, industn dan

jasa dibiayai oleh investor.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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(6) Kelompek Kernja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Pengembangan usaha masyarakat di wilayah KTM Labangka, diarahkan
pada pengembangan komoditas unggulan melalui sistern agribisnis dan
agroimndustri dari hulu ke hilir yang bekerjasama dengan para investor.

(2) Bidang usaha pertanian dan non pertanian merupakan kegiatan yang
saling mendukung satu dengan yang lain dalam rangka pembangunan di

wiayah KTM Labangka.

BAB IX
PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 9
(1) Pengembangan masyarakat di wilayah KTM Labangka terdiri dari :

a. aspek ekonomi;
b. aspek sosial;

c. aspek budaya;

d. aspek mental spritual;
e. aspek kelembagaan; dan

f. aspek keamanan.
Masyarakat pada wilayah KTM diarahkan untuk membentuk masyarakat
pertanian modern dengan perencanaan partisipatif berbasis kebutuhan dan
melibatkan pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.

dilakukan dengan penguatan
daya manust,

(2)

(3) Pelaksanaan pengembangan masyarakat
kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas sumber
pengembangan kemitraan dan pelayanan jasa pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Daerah int diundangkan.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Agar setiap orang mengetahur, memenntahkan pengundangan Peraturan
Daerah 11 dengan penempatannya dalam  lembaran  Daerah Kabupaten

Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI SUMBAWA,
ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah» Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum

[ KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA

UMUM

Program yang merupakan bagian integral dart Program
Pembangunan Nastonal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan penyiapan pemukiman yang layak huni, layak wusaha, layak
berkembang dan layak hngkungan dalam upaya mengurangi kesenjangan
Pembangunan antar daerah atau wilayah.

Penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian tersebut
akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha
dan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada. Pada gilirannya dapat
menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang lebih besar
merata serta sebagai pusat pertumbuhan baru.

Oleh karena itu untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat
pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang
relatif belum  berkembang melalui  Program  Pembangunan  dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandiri ( KTM ). Dengan ditetapkannya Kota
Labangka sebagai Pusat KTM Labangka sesu:. Jdengan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 293/Men/IX/2009 tentang
Penetapan Lokasi KTM Dikawasan Transmigrasi, diharapkan percepatan
tersebut dapat terealisasi. :

Kemudian dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa tentang Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri
Labangka, diharapkan koordinasi, singkronisasi dan integrasi terutama
dalam proses penyusunan rencana program yang sangat berpengaruh
terhadap pembiayaaan, dan dijadikan acuan bagi setiap stakeholders terkait
mulai dari lintas sektor di Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa untuk mengikat komitmen, konsistenst dan

kontimunitas.

PASAL DEM! PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Ayat {1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan dan Pengembangan Kota
Terpadu  Mandiri dikawasan transmigrasi adalah untuk
menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agro industri yang
mampu menarik  investor swasta, sebagai  penggerak
perekonomian masyarakat di  wilayah trasnmigrasi dan

Koleksi Perpustakaan Universitasderfid - nya, menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus
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Ayat (2)

Fungs: Perkotaan dimaksudkan untuk menyatukan visi tentang
kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan
memenuhi fungsi-fungsi Perkotaan.

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara bersama dan terpadu”, adalah
Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan
diperiukan adanya  komitmen  para  stakeholders  dan
dikoordinasikan serta disingkronisasikan dengan lintas sektor
terkait.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Kelompok Kerja (Pokja) KTM Labangka agar dapat bekerja
bersama dan terpadu dengan Pokja Pemerintah dan Pokja
Pemerintah Provinsi agar dalam pelaksanaan pembangunan KTM
Labangka dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, baik dalam hal program
pembangunan maupun biaya pembangunan.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (J)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Pasal O

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas

>

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 588

IR (SRR N (1 ]
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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  Jolb FAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERIA (POKIA) DAN SEKRETARIAT
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
DI KAWASAN TRANSMIGRASH PROVINST NUSA TENGOARN BARAY

Menmmbang

Mengingat

(O]

10

I

Koleksi Perpustakaan Univer?

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

bahwa kawasan transnuigrast yang telah dibanguy sampai saat int masih
belum berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru schingga perlu
dilakukan revitalisast  dan  scorientasi melalui pembangunan  dan
pengembangan Kota Terpadu Mandiri (IKCTM):

bahwa untuk kelancaran dalam pembangunan dan pengembangan Kota
Terpadu Mandirt (KTM) sebagaimana dimaksud huruf a. perlu dibentuk
Kelompok Kerja (POKJA) dan Sckretariat.

bahwa berdasarkan pertimbancan sebavarmana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, pertu menctapkan Keputusan Cubernur tentanz Pembentukan
Kelompok  Kena (POKJA)  dan Sckretanat Pembanounan  dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandin (IKTND di Kawasan Transmiorasi
Provinst Nusz Tenzeara Dara: ”

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentane. Pembentukan Daerah-
daeral Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenveara Timur,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmivrasian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemy Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentane Pemerintaban Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 200S tentany Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 1entenae Pemerintahan Dacrah,

Undang-Undang Nomor 533 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah:

Peraturan Pemcrintah Nomor 6 Tahun 1088 1entang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentany Penyelenggaraan
Transmigrasi

Peraturan  Pemermtah  Nomor S8 Tahun 2005 ientang  Pengelolaan
Keuangan Dacrah:

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pencawasan Penvelenugaraan Pemermtahan Dacrah,
o E o

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembautan Urusan

Pemernntah  Antara  Pemcirmiah, Pemernintahan Dacrah Provinsy  dan

itas terbuka oy :
JERERntAh Dacrah Kabupaten/kota,
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[2. Peraturan Mehteri Dalam Neverr Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pengeloldan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter: Dalam Neeceri Nomor 39 Tahun 2007 rentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Newen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuancan Dacrah,

3 Peraturan Mentert Datam Negen Nomos 1o Pahun 2000 tentany Prosedur
Penyusunan Produk Fukum Dacroh.

14 Keputusan  Mentern Tenaga  Kerja dan Transimigrast - Nomor

Kep.214/MEN/V/2007 tentang  Pedoman  Umam Pembangunan  dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandirt Dy Kawasan Transamgras,

1S, Peraturan Daerah Provinsi Nusa FPengoara Barat Nomor 7 Tahun 20083
tentang Organmisast dan Tata Kerja Dinas-dinas Dacrah Provinsi Nusa

,  Tenggara Barat,

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenguara Barat Nomor 13 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN

Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sckretaniat Pembangunan dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandin (KTM) di Kawasan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |

Tugas POKJA sebavarmana  dimaksud Diktum KESATU adalah scbagai
herikut

a. memberikan xaran dan masukan diadam pembanaunan dan penvembangan
Kota Terpaau Mandm (VM) & Kowasan Pransmivras Provins Nusa
Tenggara Bara

—
~—

b. mengendalikan kewiatin pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu
Mandin (KTM) di Kawasan Transmigrasi Provinsi Nusa Tengeara Barat:

¢. melaksanakan rapat-rapat/pembahasan pembangunan dan pengembangan
Kota Terpadu Mandui (KTM) secara berkala:

d. melakukan pengkajian, pentdaan dan penelaahan adnunistrasi terhadap
usulan pembangunan Kota Terpadu mandin (IKTM) dari Pemerintah
Kabupaten sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam memberikan
rekomendasi.

e. mengkoordinasikan kontribust program/keziman dari instansi Hintas sektor
terkant, Pemerintah Kabupaten, Badan usaha swasta dan masyarakat;

. memberikan bimbinzan/bantuan tckims dalam pelaksanaan pembangunan
dan pengembanvan Kota Terpadu Mandit (KTM) sesuar bidangnya
masing-masing.

o melakukan evaluass kmerga pembangunan dan penzembangan Kota
Terpadu Mandirt (KTM).

h. melaporkan hasi) pelaksanaan teas Kepada Gubernr Nusa Tenggara
Barat. e

Untuk Kelancaran wizas Kelompok Kena (POKJA) sebagaimana dimaksud

Diktum KASATU dibemuk Sekretariat Kelompok Kerja (POKJA) dengan

susunan keanggotaan scbagamana  tevcantum dalam Lampiran {1 dan

mempunyai tugas masig-masime schagar herikut

Koordinator Sckretariat :

a. melakukan koordmast dengan mstans terkait dalam rangka penyiapan
rapat,

b. menyiapkan materi yang akan dichskusikan,

¢ meryusun jadwal tempat dan waktu rapat hoordinasi

penuendabian,  momtormye dan cvaluast pelaksanaan

kegiatan Kota Terpadu Mandin (IKTN)
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a. mengkoordinasikan pelaksanaan hewratan Kota Terpadu Mandin (KTM) di
Provinsy Nusa Tenguera Barat,

b memberikan saran dan masukan tentany opik vang akan didiskusikan:

¢ menyusun resume hasth askus vntok cencana Aebgakan serta undak
lanjut

Sekretaris :

a  menylapkan sarana dan prasarana, tasihiias admimstrasr keaiatan Kota
Terpadu Mandir (KTM) di Provinse Nusa engeara Barat,

b menyusun resume hasil diskusr untuk rencana kebijakan serta undak
lanjut;

Anggota : L

Membantu pelaksanaan kegiatan Kota Terpadu Mandin (KTM) di Provinsi

Nusa Tenggara Barat ’

KEEMPAT  Dalam melaksanakan tugasnya, POKIA sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dapat mengundang Peiabat dart Instanst Lintas Sektor terkait
sebagar Narasumber.

KELTMA  Segala biaya yang dikcloarkan sebaci akibar ditetapkan Keputusan i
dibebankan pada Anugaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumbawa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Bima yang
tersedia di Instans) Lintas scktor terkat,

KEENAM o Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Drctapkan di Mataram

pada tangeal 02 - O4 - 1003

AN

TR -
Qg@&g&&yh\s_f\ TENGGARA BARAT.

/’. L
/aLl4

H M- ZAINUL MAJDI
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth '

I Mentert Tenaga Kerja dan Transniurasy di Jakarta,

2. Direktur Jenderal PZMKT Depnakertrans di Jakarta,

5 -*Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram:

4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

S, Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar, .

6. Bupati Bima di Raba Bima;

7. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperfunva

U PR P e

A
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LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 19L TAHUN 2009
TANGGAL ©2- 0o 100

’

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO | NAMA JABATAN/ANSTANS! KEDUDUK AN KET
g DALAM POKIA )
[ Gubernur Nusa Tenggara Barat Penearah
2. Wakll Gubernur Nusa Tenggara Bavai Penvaran
300 Sekretarls Daerah Provinst NTB Pembina
I .
4. Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda Provins Ketua
i Nusa Tenggara Barat
Y I Kepala Bappeda Provinst Nusa Tenggara Barat Wakit Ketua
. ! - . . N
6. i Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Sckretans
| Provinsi Nusa Tenggara Barar.
l
7 IKepaIa Dinas Pekerjaan Umum Provinst Nusa Angoota l
] Tenggara Barat
I -
S. Kepala Dinas Perhubungan  Komunikast  dan Angeotn
Informatika Provins: Nusa Tenonara Barat
9 Ke pala Dinas  Kehutanon  Provinst  Nusa \newota
Tcnw ara Barat ’
10 @ Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Keol dan Angeota
\/lencnwnh Provimst Nusa Tenevara Baral
Ll Kepala Dinas  Perkebunan  Provinsi  Nusa Anguota
Ten«mara Barat
} I
12 Kepah Dinas Peternakan dan Keseharan glewan Anggota

! Provinsi Nusa Tenggara Barat

b ——

GURE |/</<DR NUSA TENGGARA BARAT.

o M

M ZAINUL MATDI

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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NOMOR 20b TAHUN 2009

TANGGAL 02 - O4 - 200

PROVINSE NUSA TENGGARA BARAT

KESEKRETARIATAN

NAMA JABATAN/INSTANSI
Kabid I;éa;’_en1k)ar1ga|1 Kawasan
Transmigrasi pada Disnakertrans Provinsi

Nusa Tenggara Barat

!
P Kabid Perencanaan  Tata Ruang  dan
| Prasarana pada Bappeda Provinst Nusa
i Tenggara Barat

!
i Sekretaris Disnakertrans  Provinst Nusa
! Tenggara Barat

Bidang PKT pada Disnakertrans Provinsi NT[3.
Masyarakat pada Brdang PKT
Disnakertrans Provinst NTB

Kast Sarana dan Prasarana pada Bidange

o
| T
|

PKT Disnakertrans Provinst NT'B

| Kasi Penyediaan Areal dan Permukiman pada
Bidang P3T Disnakertrans Provinst NTB

Staf  Bidang  Pengembangan  Kawasan
Transmigrast pada Disnakertrans Provinst NTI3

Staf pada Bidang Pengembangan Kawasan

. Transmigrast Disnakertrans Provinst NTB

)
I

Staf pada Bidang Pengembangan Kawasan
Transmigrasi Disnakertrans Provins: N1

Kasi Pengembangan Usaha dan  [Kawasan

Kasi Peningkatan [Kapasitas SDM  dan |

e
RN, //

" AN

KEDUDUKAN

DALAM

Ketua

Wakil Ketua
3

Sckretars
Angeota

Ansgota

.»\n:ﬂrol A

COa

U <
02

Angeota

Opcerator Komputer

'

Operator Komputer

R

ST

iy

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETAIIAT POKIA PEMBANGUN
PENGEMBANGAN KOTA TERP

42694

‘ W DAN
ADU MANDIRT (KM DI KAWASAN TRANSMIGRASI

KET.

GU}l/tR\JUR NUSA TENGGARA BARAT.

?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

H M

M

ZAINUL MAJDI



.

nee!

42694

BUPATI SUMBAWA )

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR /626 TATIUN 2010 7

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANGK,

Menmmbang

Mengingat

KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA

bahwa penyelenggaraan transmigrasi bersifat linlas sektor sehing:
pelaksanaannya memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan integre
dengan instansi lintas sektor terkait;

bahwa dalam upaya pengelolaan pembangunan de
pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangb
Kabupaten Sumbawa, perlu dibentuk Badan Pengelola ' Ko
Terpadu Mandiri (KTM) tabangka Kabupaten Sumbawa yar
anggotanya mengikut sertakan Instansi lintas sektoral terkait:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad

huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Xeputusan Bupa
Sumbawa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentan
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah

daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggar:
Timur,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentanc
Ketransmigrasian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 ;
Undang--Undang Republik Indonesia Ngmor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2008 ; .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

‘Kolusi, dan Nepotisme;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Transmigrasi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom; )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

KoleksiPerpustakaanUniversitagQrbukgera’turan Pemerintan RepUbhk indonesia Nomor 6 Tahun 20086

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor43®4Tahun 2!
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerin!
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupate
Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Barang M
Negara; )

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN  BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BAD
PENGELOLA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANG
KABUPATEN SUMBAWA,;

Membentuk Badan Pengelola Kota Terpadu Mandiri (K1
Labangka Kabupaten Sumbawa yaﬁ(j susunannya sebagaime
tercantum dalam lampiran keputusan inl;

Badan Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labanc
sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan
mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang perencana:
penganggaran, pembangunan, pengembangan dan pengolah
agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDMzse
pengembangan tata ruang, infrastruktur dan xeserasi
lingkungan serta mengusulkan skala prioritas pembangunan:

2. Melakukan manajemen pengelolaan KTM, lintas sektoral terk
dengan menjalin kerjasama antar instansi maupun dengan pih

swasta dalam konteks mencapai tujuan pembangunan d
pengembangan KTM ;

3. Membuat aturan investasi, mengatur perijinan dan koordin:
dalam setiap kegiatan investasi maupun pembangunan ya
berada di dalam kawasan KTM;

4. Membangun dan menjaga hubungan dengan investor, bank d
pejabat daerah serta masyarakat di kawasan KTM;

5. Menrgelola aset KTM yang sudah ada dan bertanggung jaw

penuh atas kemajuan KTM yang berorientasi pada keuntung

dalam rangka mensejahtérakan masyarakat transmigran d

masyarakat lokal di kawasan KTM,

Mengangkat dan menghentikan karyawan KTM;

Mengadakan oromosi dan iklan untuk pengembangan d

kemajuan KTM;

8. Membuat laporan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik d:
membuat laporan berkala yang disampikan kepada Ment
Tenaga Keria dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gubern
Nusa Tenggara Barat, Bupati Sumbawa,pihak bank, d
investor yang memerlukannya serta mitra kerja lainnya;

9. Dalam pengelolaannya pengelola KTM harus mengacu ke Al
Courupption Action Plan (ACAP) yaitu transparan, efisien dala
menggunaan biaya,dan. pengendalian yang memadai, sesu
dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korug
Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.
Tahun 2006 Tahun Pengesahan Konvensi PBB Anti Korug
Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. &
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih de
Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

10 Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupe

Sumbawa.

~o
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbawa.

KEEMPAT : Keputusan int mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
padatanggal: 30 Dgsember Zoro

TEMBUSAN:

1. Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl di Jakarta;

2. Yth. Sekretarnis Jendral Kementrian Nakertrans R! di Jakarta;

2. Yth. Direktur Jendral P2MKT Kementrian Nakertrans Rl di Jakarta;

4. Yth. Direktur Jendral P4T Kementrian Nakertrans di Jakanta~

5 Yth.-Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

8. Yth. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;

7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa;

8. Yth. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram;

2. Yth. Inspektur Provinsi NTB di Martaram,;

16.Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

11.Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12.Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi di Mataram:;
13.Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaien Sumbawa di Sumbawa Besar;
14.Yth. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR (82¢& TAHUN 2010

TANGGAL 36 posember 2010

JABATAN

| Bupati Sumbawa

Wakil Bupati Sumbawa
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa

BIDANG PERENCANAAN DAN
PEINGANGGARAN

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumbawa

Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sumbawa
Kepala BPMLH Kabupaten Sumbawa

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
(PPS), BAPPEDA Kabupaten Sumbawa

Kepala Bagtan Administrasi Pemerintahan Sckretariat
Daerah Kabupaten Sumbawa

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dacrah Kabupaten
Sumbawa

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumbawa

Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten
Sumbawa

BIDANG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Sumbawa

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Sumbawa

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Sumbawa

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonqmi

| (PPE), BAPPEDA Kabupaten Sumbawa

42694

KEDUDUKAN DALAM TIM

Pembina
Pembina

Pengarah

Koordinator

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Koordina.or

Anggola

Anggota

Anggota

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



T T T

.

iy

U 1

42694

IIl. | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SDM
1. | Kepala Badarr Pemberdayaan Masyarakat dan Koordinator
Pemenntahan Desa Kabupaten Sumbawa
2. Kepala Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu Kabupaten Anggota
Sumbawa
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Anggota
Perekonomian SETDA Kabupaten Sumbawa
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Ksbupatcn Sumbawa Anggota
5. Camat Lubangka Anggota
6. [ Camat Plampang Anggota
7. | Camat Maronge Anggota
v, ‘ BIDANG TATA RUANG PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DAN KESERASIAN
LINGKUNGAN
1. ! Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Koordinator
2. I Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Anggota
3 Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Anggota
Kabupaten Sumbawa
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Anggota
Kabupaten Sumbawa
5. Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Keuangan dan Anggota
Aset Kabupaten Sumbawa
S .

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR - 1560 TATUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN PENGENMBANGAN
KOTA TERPADU MANDIRI (K'TM) LABANGR

Menimbang Ca.

KABUPATEN SUNMBAWA e

BUPATI SUNMBAWA

bahwa penyelencgaraan transmigrasi bersifat hintas sckior dan
multidisiphiner.  schinewa  pelaksanaannva  memerlukan
koordimas, sinkromsast dan mtegras dencan mstanst hintas
sektor terkan ., .
bahwa datam upaya membanto Keltompok  Kera (Pokja)
pembancunan  dan  pencembangan Kota Terpadu Nandin
(KTM)Y  Tabangka  Kabupaten  Sumbawa parlu hbentuk
Pelaksana Pembangunan dan Pengembanvan Kota Terpado
Mandur  (KTM)  Labancka  Kabupaten  Sumbawa vang
anggotanya mengrkutsertakan mstanss lintas sckior terkai,

bahwa berdasarkan pertimbancan sebagammana dimaksod pada

hurut™ o, dan b i atas, perlu ditetapkan dencan Keputusan

Bupati Sumbawa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Tingkat [ dalam  Wilayah Daerah-dacrah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur;

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 1997  tentang
Ketransmigrasian;

Undang—-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

Undang—-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuvangan a;ntara Pemenintah Pusat dan Pemenntahan Dacrah;
Peraturan 4Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Transmigrasi;

" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahl;{iOOS tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan . Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nepgara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
72 Tahun 2004: .

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah Kabupaten Sumbawa;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2007

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2007.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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MEMUTUSKAN

Membentuk Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Kota
Terpadu Mandin (KTM) lLabangka Kabupaten Sumbawa

scbagaimana tercantum dafam lampiran Keputusan ini.

Pelaksana KTM sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA Keputusan int mempunyat tugas :

1. Melaksanakan kegiatan lapangan di bidanyg perencanaan
dan penganggaran;

2. Melaksanakan kegratan lapangan di bidang
pengembangan agribisnis;

3. Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang kelembagaan
dan peningkatan kapasitas SDM;

4. Melaksanakan kegiatan lapangan dth‘Jidang tata ruang,
pembangunan infrasiruktur, dan keserasian ingkungan;

5. Dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksana KTM didamping:
oleh Tim Pendamping; '

6. Melakukan  koordinasi  dengan  Kelompok  Kerja
Kabupaten, Kelompok Kerja Provinsi: dan Kelompok

Kerja Pusat tentang perkembangan KTM;

.

Pelaksana KTM Labangka Kabupaten Sumbawu melaporkan

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumbawa.

Segala biaya yang tmbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan 1ni dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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N—————

by

Ditctapkan di Sumbawa Besar
Lpadp tanggal = 9 J U L T 2007

BUPALT SUMBAWA

e e o

JAMALUDDIN MALIK

e

Sl LG SRR R R 17 S

TEMBUSAN:
Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ri di Jakana;
Yth. Sekretaris Jenderal Depnakertrans RI di Jakarta;
Yth. Direktur Jenderal P2MKT Depnakertrans RI di Jakarta:
Yth. Direktur Jenderal P4T Depnakertrans RI di Jakarta;
Yth. Gubermnur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
Yth. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
Yth. Ketva DPRD Kabupaten Sumbawa,
Yth. Kepala Bappeda Provinst NTB di Mataram:
Yth. Kepala Bawasda Provinst NTB di Mataram:; R
. Yth. Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi NTB di Mataram;

—_ e —
D o— O

t

. Y'th. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sechagaimana mestinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : 1560 TAHUN 2007
TANGGAL 9 Juli 2007

——

NO

I

(R

o

JABATAN

Bupati Sumbawa
Wakil Bupati Sumbawa

Sekretaris Dacrah Kabupaten Sumbawa

BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras

Kabupaten Sumbawa

Sekretaris Bappeda Kabupaten Sumbawa
Kepala Bidang PP Bappeda Kabupaten Sumbawa
Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Sumbawa

Kepala Bagian Tata Usaha Disnakertrans Kab.
Sumbawa

Kepala Sub Dinas Pengerahan dan Pembinaan
Transmigrasi Disnakertrans K ab. Sumbawa

Kepala Sub Bagian Anggaran Scida Kab.
Sumbawa

Kasubbid Pengembangan Sistem Perencanaan

Bappeda Kub. Sumbawa

BIDANG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa
Kepala Bidang PP | Bappeda Kab. Sumbawa

Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Pertanian
Kab. Sumbawa

Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Pertkanan
dan Kelautan Kabupaten Sumbawa

Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas
Pcrmdusman dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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CEDUDUKAN DAL AM TIM |

PEMBINA
PEMBINA

PENGARAL

KOORDINATOR

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

— ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

ANGGOTA

KOORDINATOR
ANGGOTA

ANGGOTA
ANGGOTA

ANGGOTA
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Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Koperasi

dan PKM Kabupaten Sumbawa

Kepala Sub Dinas Hubunzan Indusirnial
Disnakertrans Kabupaten Sumbawa

Kasubbid Koperasi dan Duma Usaha Bappeda
Kabupaten Sumbawa

BIDANG KELEMBAGAAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat
Kabupaten Sumbawa

Kasubdin Penempatan Tenaga Kerja
Disnakertrans Kab. Sumbawa

Kepala Bidang PP 1l Bappeda Kab. Sumbawa

Kepala Sub Dinas Ketahanan Masyarakat Desa
Badan Pembverdayaan Masyarakat Kab.
Sumbawa

Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawva

Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Sumbawa

Kepala Kecamatan Labangka
Kepala Kecamatan Plampang

Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas
Disnakertrars Kab. Sumbawa

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda
Kab Sumbawa

Kasubbid Tenaga Kerja dan Transnnigras
Bappeda Kabupaten sumbawa

Kasubbid Agama, Pendidikan dan Kcbudayaan
Bappeda Kabupaten sumbawa

BIDANG TATA RUANG. PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DAN KESERASIAN
LINGKUNGAN

K epala Bappeda Kabupaten Sumbawa

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Sumbawa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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ANGGOTA

ANGGOTA

KOORDINATOR
ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

.

ANGCGOTA

ANGGOTA
ANGGOTA

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

ANGGOTA

KOORDINATOR

ANGGOTA
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Kasubdin Peaviapan Pemukiman Disnakerirans

! ANGGOTA

Kab. Sumbawa
4. Kasubdin Bina Program Dinas Tata Ruang dan ANGGOTA
Permukiman Kab. Sumbawu
3. Kasubdin Bina Program Dinas Praswil Kab. ANGGOTA
Sumbawa
6. Kepala Bidang PP IH Bappeda Kab. Sumbawa ANGGOTA
7. Kepala Sub Dinas Prasarana Julan Dinas Praswil ANGGOTA
| Kab. Sumbawa
8. Kasubdin Pengairan Dinas Praswil Kab. ANGGOTA
Sumbawa
0. Kasubdin Tata Ruang Dinas Tarungkim Kab. ANGGOTA
Sumbawa
10. | Kasubbid Kimbangwil Bappeda Kab. Surnbawa ANE}GOTA
BUPATL SUMBAWA
B . ) B ! N B
SN s A
. JAMALUDDIN MALIK

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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KEPUTUSAN
MENTER!I TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
NOMOR : KEP.214/MEN/V/2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU

Menimbang

Mengingat

MANDIRI DI KAWASAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

/

bahwa saat ini masih teradapat kawasan transmigrasi yang
telah dibangun namun belum berkembang menjadi pusat-
pusat pertumbuhan baru sebagaimana diharapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dilakukan revitalisasi dan reorientasi kawasan
transmigrasl yang belum berkembang melalul pembangunan
dan pengembangan Kota Terpadu Mandirl di kawasan
transmigrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

~ padahuruf a danhuref by, perlu menelzpkan peaomanumc

pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di
kawasan transmigrasi dengan Keputusan Menteri;.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2207 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), )

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1987 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3682) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4437), .

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2u04 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor
4438),

. Peraturan Pemernintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1899 te~tang
Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3800);

7. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonomi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana
telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesla Nomor 20/P Tahun 2005 tentang
Pembentukan Kabinet indonesia Bersatu;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsl, Susunan Organlsasl dan Tata KerjJa Kementeran
Negara;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesla Nomor PER. 14/MEN/VIIF2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU © Memberlakukan Pedoman Umum Pembargunan dan
“PengembanganTKeta lerpagumanc i 5£0A9amMana’lersebo.
dalam Lampiran Keputusan Menter .r.

KEDUA ~ : Pedoman Umum Pembang.~s2 dan Pengembangan Kota
Terpadu Mandini secagarmana dimaksud pada Diktum KESATU
dipergunaxai s:54ga. acuan bagl pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat dan badan usaha dalam melaksanakan
pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di
kawasan transmigrasil.

KETIGA . Keputusan inl mulal bertaku pada tanggal ditetapkan.

\ Ditetapk.an diJakarta
pada tanggal 7 Mei 2007

[y
\

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!
REPUBLIK INDONESIA

e

ERMAN SUPARNO

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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BAB i
PENDAHULUAN

Latar Belakang : .

Wilayah Negara Republik Indonesia seb>gai Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang secara geografi memiliki berbu ribu pulau, serta dengan
jumlah penduduk yang sangal besar, persebaran yang belum serasi dan
belum seimbang antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
Kondisi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, dapa} menimbulkan
kerawanan sosial ataupun kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk
yang belum serasi dan belum seimbang menyebabk_an' pembangunan
nasional belum merata sehingga ada kecenderungan daerah atau wilayah
yang telah berkembang menjadi semakin berkembang. Sebaliknya masih
banyak daerah atau wilayah yang kurang berkembang dan menjadi semakin
tertinggal. Oleh karena itu penyebaran penduduk yang berupa tenaga kerja
produktif untuk mengelola sumber daya alam yang potensial periu diatur
melalui penyelenggaraan transmigrasi.

Program transmigrasi yang merupakan bagian integral dari program
pembangunan nasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
kégiatan penyiapan permukiman yang layak huni, layak usaha, layak
berkembang dan layak-_;lln'g_kungap_‘ pengarahan-dan penempat—
serta pemblnaan pengembangan transmigran dan masyarakat sekitar
dalam upaya mengurangl kesenjangan pembangunan antar daerah
atau wilayah.

Harapannya adalah, bahwa penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 1997'tentang Ketransmigrasian tersebut akan mendorong periuasan
dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan masyarakat dalam
mengeiola potensi yang ada. Pada gilirannya dapat menciptakan
kesempatan kerja dan peluang berusaha yang lebih besar dan merata
serta tumbuhnya daerah atau wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan
baru.

Telah banyak keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan
transmigrasi selama ini, terbukti beberapa kawasan transmigrasi telah
berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti terbentuknya
sejumlah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, maupun pusat-pusat
produksi pertanian. Namun disadari, bahwa proses tersebut membutuhkan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 25 sampai 30 tahun. Di samping itu

masih banyak pula kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dibangun
tetapi belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Belakangan
ini terkesan di masyarakat, bahwa program transmigrasi yang telah
Jilaksanakan hanya merupakan pemindahan penduduk dari rural ke
rural. Masyarakat yanrg dipindahkan sebagai transmigran, juga terkesan
hanya terdiri dari para transmigran yang sudah berusia ianjut dan
berkemampuan terbatas. Pada akhirnya program transmigrasi kurang
populer untuk penduduk kalangan muda, karena dianggap hanya akan
menjadi petani konvensional yang hidup di pedesaan.

Oleh karena itu untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat
pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang
relatif belum berkembang, serta menarik minat kaum muda untuk ikut
program transmigrasi, ke depan program transmigiasl akan dlkemas
dengan membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan
transmigrasi. KTM di kawasan transmigrasi, adalah sebuah program
yang dirancang secara holistik dan komprehensif layaknya membangun
kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan. Dengan dibangunnya
KTM diharapkan terjadi akselerasl perekonomian pedesaan dan
terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang mandiri.

Agar pembangunan dan pengembanaan KTM di kawasan transmigrasi

“bernas!l dengan baik gam berkelanjutan, maka periu disusun Pedoman

Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.

Tujuan
Tujuan ditetapkannya Pedoman Umum KTM di Kawasan Transmigrasi

adalah : .

a. sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah prcvinsi, pemerintai'\
kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan
pembangunan KTM di Kawasan Transmigrasi secara berkelanjutan;

b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha daiam
penyelenggaraan transmigrasi melalul Pembangunan dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi;

c. memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha untuk
berpartisipasi dan berinvestasi di kawasan transmigrasl.
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Sasaran
Sasaran Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di

Kawasan Transmigrasi adalah :

. a. terbentuknya mekanisme tata kerja penyelenggaraan pembangunan dan

' pengembangan KTM di kawasan transmigrasi;

b. terarahnya proses pembangunan dan pengembangan KTM di Kawasan
Transmigrasi,

c. terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha di kawasan
transmigrasi; )

/s

Pengertlan
KTM di Kawasan Transmigrasi adalah kawasan transmigrasl yang

pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat
pertumbuhan yang mempunyal fungsi perkotaan melalui pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pencantuman kata "kota" dalam pengertian tersebut dimaksudkan
untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun
dan dikembanagkan memenuhi funasi-funasi perkotaan. Sehingga pgparam
transmigrasi ke depan diharapkan secara psikologis mempunyal dampak
positif untuk menarik minat kaum muda bertransmigrasi, sekaligus
mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang tidak terarah ke
kota-kota besar (deurbanisasl) serta sebagai kota penyangga dalam
konteks pembangunan perwilayahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsl perkotaan adalah
tersedianya berbagal fasllitas yang meliputi : (1) Pusat keglatan ekonoml
wllayah; (2) Pusat keglatan Industrl pengolahan hasll; (3) Pusat
pelayanan Jasa dan perdagangan; (4) Pusat pelayanan kesehatan;
(5) Pusat pendidikan dan pelatihan; (6) Sarana pemerintahan;
(7) Fasllitas umum dan sosial.

\

Pengelolpan sumber daya alam yang berkelanjutan dimaksudkan
bahwa pemantaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan
generasi sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk

generasl yang akan datang.
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Pusat Kegiatan Ekonoml Wilayah

» Pusal penjualan pupuk, obat-obatan

* Pusat Informasi/Promosi pengembangan agnbisnis
- Terminal Agribisnis

» Bank-Bank

» Terminal Umum

PUSAT WPT
(KTM)

I LAHAN USAH?

Sarana Pemerintahan
* Kantor Pemerintahan
- Gedung Pertemuan

fFasilitas-Umum-4 Sqot~

+ Listrik, Telepon

- Sarana Alr Bersih

» Sarana Ibadah

» Saranall apangan Olah Raga

Gambar 1 : lHlustrasi KTM
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\

\
Pusat Keglatan Industri Pengolahan Hasll

* Industd Pengolahan
» Pembuangan Embah Industri

Pusat Pelayanan Jasa & Perdagangan
* Bengkel alsintan, elekdronik & otometif
» Supermarkel/Periokpan

* Pasar Grosk, Pasas Induk

+ Hotel '

Pusat Pelayanan Kesehatan
» Puskasmas

Pusat Pendidikan Tingkat Menengah
- Balal pendidikan dan pelatihan agriblsnis

» TK, SD, SLP, StA

Jadi pada dasarnya, pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu
Mandin di Kawasan Transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-
sentra agribisnis dan agrolndustrl yang mampu menarik Investasi
swasta, sebagal penggerak perekonomlian para transmigran dan
penduduk sekitar men)adi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus
untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Dengan

-. terbentuknya sentra-sentra agribisnis dan agroindustri di Kawasan
Transmigrasl, maka diharapkan akan meningkatkan kemudahan-
kemudahan bagl para transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi
berbagal kebutuhan dasar mereka. Dan pada akhimya apabila proses
tersebut berjalan lancar maka dengan sendirinya meningkatkan pendapatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



grrapermnn”

. natal/} SUNLT Kot L

42694

dan kesejahteraan para transmigran dan penduduk sekitar di kawasan

-~ tersebut.

~

LN
Y

Mengacu képada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, bahwa Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu
Mandiri di Kawasan Transmigrasi adalah dalam rangka mengembangkan
Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) menjadi pusat-pusat
pertumbuhan baru, dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang telah
ada melalui : (1) peningkatan investasi di.bidang pertanian, industri, jasa
dan perdagangan; (2) peningkatan produktivitas transmigran dan penduduk
sekitar; (3) peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan
lingkungan; (4) peningkatan jaringan infrastruktur berupa sarana
transportasi, sarana air bersih, listrik, drainase dan irigasi, lembaga
keuangan, pendidikan, perbengkelan, pelayanan pos dan telekomunikasi,
dil; (5) peningkatan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha;
(6) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB I

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

2.1

KOTA TERPADU MANDIRI DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Kawasan Pembentuk KTM’

Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi
dirancang mengacu kepada teori pengembarigan wilayah melalui
pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) meliputi;
(1) kawasan yang sudah dilaksanakan pembangunan transmigrasi terdiri
dari Permukiman Transmigrasi yang sudah diserahkan kepada Pemerintah

Daerah (PTD) dan Permukiman Transmigrasi yang Ada dan masih dibina

oleh Depariemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PTA); (2) kawasan
potensial yang sedang dibangun Permukiman Transmigrasi Baru (PTB);
(3) Kawasan Potenslal yang dapat dikembangkan untuk calon permukiman
transmigrasi (PTC), dan (4) kawasan Desa Sekitar (DS).
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Gambar 2 : Kawasan Pembentuk KTM
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»

Kriteria dan Persyaratan KTM

Suatu kawasan transmigrasi yang akan dikembangkan melalui

pembangunar: dan pengembangan Kota Terpadu Mandir apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a.

masuk ke dalam kawasan budidaya non kehutanan atau termasuk
ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat
di Konversi (HPK) serta sesuai dengan yang diperuntuk’kér’w oleh
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

‘ luas wilayah KTM minimal 18.000 ha, yangA diasumsikan berdaya

tampung 9.000 KK yang terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar.

mempunvai potensi untuk mengembangkah komoditi unggulan dan
memenuhi skala ekonomis.

mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan
yang telah ada.

kawasan yang diusulkan tidak turhpang tindih dengan peruntukan pihak
lain, tidak berpotensi masalah sosial, merupakan aspirasi masyarakat
setempat dan=atda-badan-usate.

U
T

usulan pembangunan dan pengembangan KTM merupakan kesepakatan
bersama antara pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/
Kota, dikoordinasikan oleh pemerintah Provinsi, serta lolos seleksi dari
Tim Pemerintah.

\

kebutuhan "lahan yang diperlukan untuk pembangunan dan
pengembangan KTM adalah; Untuk pusat benih/bibit dan demfarm
230 Ha, pembangunan sarana dan prasarana pusat KTM 120 Ha,
pengembangan pemukiman transmigrasi baru minimal 1000 Ha,
pengembangan transmigrasi swakarsa mandiri minimal 500 Ha.

Perolehan Tanah Kawasan KTM.

Cakupan areal pertanahan untuk membangun dan mengembangkan

KTM di Kawasan Transmigrasi dapat berasal darni :

a.

tanah berasal dari tanah negara bebas, tanah hak dan tanah ulayat yang
perolehannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

beraku.
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b. tanah berasal dari Hak Pengelolaan {HPL) Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, dimana sebagian HPL dapat dilepaskan untuk
diproses menjadi Hak Guna Usaha (HGU) Badan Usaha melalui Badan
Pertanahan Nasional (BPN). ‘

c. tanah berasal’dari HGU Badan Usaha, dimana sebagian HGU tersebut
dapat dilepaskan menjadi HPL Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang akan dibagikan kepada transmigran dan penduduk
sekitar yang mengikuti program transmigrasi.

2.4 Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan KTM

: Pembangunan dan pengembangan KTM merupakan lmplementaSI dan
amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
pada pasal 22, bahwa Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi:
(WPT) dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu
dengan pembangunan sektoral dan pambangunan daerah.

a. Dalam WPT terdapat beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP),
sedangkan setiap SKP terdiri dari beberapa Satuan Permukiman (SP).

b. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) merupakan kumpulan Satuan

—Permukiman Transmigrasr@an™esa=$Skitar-yang terhubungkan oteh

jaringan transportasi dan’memiliki Desa Utama sebagai pusat kegiatan
dari SKP.

c. Dari-beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) ditentukan
sa.J pusat pengembangan utama tingkat Wilayéh Pengembangan -
Transmigrast (WPT), untuk menjadi pusat KTM, yang mempunyai fungsi-
perkotaan. ‘

d. Pusat KfM mempunyai keterkaitan dan keterikatan dengan Desa-
Desa Utama yang merupakan pusat SKP dan Desa-Desa di sekitarnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Ke jalan Provinsi/Negara

4

Kawasan Kota Terpadu Mandir (KTM)

¥

Kawasan KTM
Minimal 18.000 Ha

) Keterangan

- Desa setempat (zona pertanian)

- X

- Permukiman transmigrast (zona pertanian) . -

- Desa utama (zona industri pengolahan) i

55%&3 : Desa utama yang berkembang menjadi pusat KTM
S (zona induslri pengolahan dan pelayanan)
e - Jalan penghubung
. = :Jalan poros
B : Sungai -

Gambar 3 : Rencana Struktur Tata Ruang KTM
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2.5 Pengembangan Usaha

a. Pengembangan usaha masyarakat pada KTM diarahkan kepada
pengembangan komoditas unggulan melalui sistem agribisnis dan
agroindustri dari hulu ke hilir yang bekerjasama dengan para investor.

b. Bidang-usaha pertanian dan non pertanian merupakan kegiatan yang
saling mendukung.

2.6 Pengembangan Masyarakat

a. Bidang pengembangan-masyarakat terdiri dari : aspek ekonomi, aspek
sosial budaya, aspek mental spiritual, aspek kelembagaan dan aspek
keamanan. : -

b. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk masyarakAt
pertanian modem yang direncanakan dengan pendekatan partisipatif,

berbasis kebutuhan dan mehbatkan pelaku usaha. dan pemermtah
daerah.

c. Pelaksanaan pengembangan masyarakat meliputi penguatan

kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas SDM, pengembangan
kemitraan dan pelayanan jasa pemerintahan.

- —Pengembangan masyarakat diarahkan untuk mencapai perilaku masyarakat
yang produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan dan berpikiran
modern menuju masyarakat madani. 4

BAB Iil
MEKANISME PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KTM

3.1 Pengusulan

a. Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan calon lokasi KTM dilengkapi
dengan peta kawasan skala 1 : 50.000 kepada Menten melalui Gubernur.

b. Pemerintah provinsi melakukan pengkajian (ekspose, kaji lapang,
penelitian administrasi) dan mengkoordinasikan antar dinas.

12
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c. Apabila usulan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka Gubernur
menerbitkan rekomendasi yang disampdikan kepada Menteri.

N

d. Menteri melakukan pengkajian dan koordinasi antar departemen. N

hY
\
-

e. Apabila usulan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka Menteri
menerbitkan Surat Persetujuan calon lokasi KTM.

3.2 Perencanaan
Masterplan merupakan rencana pembangunan yang bersifat komprehensif.

a. Pemerintah kabupaten/kota menyusun masterplan KTM yang memuat
rencana -pengembangan ruang, usaha ekonomi, pengembangan
masyarakat yang dijabarkan di dalam rencana pembangunan jangka
menengah dan tahunan. '

b. Pemerintah provinsi menyusun masterplan KTM yang meliputi cua
kabupaten/kota atau lebih.

c. Pemerintah, berdasarkan usulan pemerintah daerah dapat menyusun
masterplan KTM bersama-sama pemerintah provinsi dan atau pemerintah
kabupaten/kota.

33 Penetapan 22
a. Masterplan KTM ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

b. Masterplan KTM yang meliputi lebih dar§ satu kabupaten/kota ditetapkan
Jalam Peraturan Daerah Provinsi.

3.4 Program dan Anggaran
a. Rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang terdapat

dalam masterplan dijabarkan dalam program pembangunan untuk
dilaksanakan instansi lintas seklor, badan usaha/swasta dan masyarakat.

b. Program pembangunan di atas meliputi Program Pembangunan

' Sarana dan Prasarana, program penguatan sumberdaya manusia
dan pembangunan masyarakat dan prgoram peningkatan investasi
dan penguatan ekonomi rakyat.

13
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c. Sumber pembiayaan berasal dari APBN dan APBD, Anggaran
Pendapatan Belanja Desa, Swasta/Lembaga Keuangan/Perbankan,
Masyarakat, Sumber Dana lainnya yang sah.

-
[N

3.5 Pelaksanaan \ .,
a. Program yang telah disepakati, digosialisasika;} kepada seluruh stake-

holders yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan KTM.

b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan secara
bersama dan terpadu oleh pemerintah, badan usaha/swasta dan

masyarakat.
c. Untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan
KTM dibentuk kelornpok kerja di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

3.6 Tahapan Pengembangan _
Tahapan pengembangan KTM di kawasan transmigrasi dirancang
berdasarkan perubahan fungsi-fungsi perkotaan menuju terwujudnya
KTM. Parameter fungskfungsi perkotaan adalah komoditas unggulan,
kelembagaan pasar; kelembagaan petani, kelembagaan penyuluh, serta
adanya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.

woep

[ (3111

TR oI
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Tahapan Pengembangan Fungsi Perkotaan Menuju Terwujudnya KTM

T

.....

AN PENGEMBANGAN

Komoditas Ungguta\\
Produksi komoditas unggulan

Kelembagaan Pasar:
1. Pesar.
{Menampung hasil dari
sebagian kecil kawasan)
2. Warung/Koperasi

Kelembagaan Petanl:
Berperan dalam penyediaan
sarana pertanian dan sebagian
kecil dari pengolahan dan
pemasaran

Kelembagaan Penyuluk
Pertanian

Sarana dan Prasarana:
1. Akses ke/dani sentra produks!
kondisi sedang,

a. Pelayanan Pos

b. Pelayanan
Pemerintahan: Pers:apan
pembentukan pemermtahan
. desa S

3.Saranadan Prasiriia
'Kééejahiéfé‘gr?gssfal RS
. Bekolah Dasar :
b Balal Pengobatan
“kondisi sedang.

{2 ";asar Ha}iaﬁ

2. Sarana dan Prasarana Umum:

Komoditas Unqgulan ‘
Penanganan pasca panen
dan pengolahan]xasll

x

Industsi keclURimah »‘[aj\'g'g'a

3. Pertokoah 3

Sarana dan Prasarana
1. Akses ke/dan senl:a produksi
kondisi cukup; |~ o

2. Sarana dan Prasarana umum
a Pelayanan
b. Perbankan

o Kelembagg_an P’
A 'ﬁewﬁang'u"ﬁ}ih 5 ‘,,

Komoditas Unbgiﬁ‘an.
Indgsmaﬁsasl pengolahan _
hasﬂ dan cﬁversmk,asl produk

Pusal kegla&an_[ndustn

Y

Sorana dar._
1. Akses ke/dan sentra
prodyksl;kondls_gba«k,

-2. Sarana dan Prasarana umum :
a. Pefayagaqg sa :
“b. Perbaﬁkan

%ﬁ%;dan
MKASE
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3.7 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan KTM adalah:

a. meningkatnya pendapatan masyarakat/transmigran dari kegiatan
pertanian berbasis komoditas unggulan, ’

b. meningkatnya kesempatan kerja dan peluang berusaha, yang sebagian
besar kégiatan didominasi oleh kegiatan agribisnis, termasuk di dalamnya
adalah usaha-usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan
hasil pertanian, jasa pelayanan, dan lain-lain, yang dapat meningkatkan
daya tarik Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi
Swakarsa Mandiri (TSM) -

c.. menmgkatnya fungsi infrastruktur fisik (jalan telekomumkasn listrik,
sarana air bersih, irigasi) o

d. meningkatnya fasilitas dan pelayanan sosial dan bUd'aya.

e. meningkatnya produktivitas-masyarakat.

f. meningkatnya investasi untuk kegiatan agribisnis dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). '

g. struktur tata ruang kawasan berwawasan lingkungan

3.8 Monitoring dan Evaluasi .
Untuk mendapatkan gambaran kemajuan di setiap tahapan pelaksanaan

pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan monitoring secara berkala
-dan berjenjang-mulai dari-tingkat lokasi4IM sampai depgandingkat pucdt.
Sedangkan untuk mergetahui tingkat pencapaian sasaran di setiap
tahapan pembangunan dan pengembangan KTM, secara berkala dilakukan
evaluasi meliputi sasaran kinerja masukan, proses, keluaran dan manfaat

langsung.

BAB IV
PENGORGANISASIAN DAN
TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KTM

Departeinen Tenaga Kérja dan Transmigrasi sangat menyadari bahwa
pembangunan transmigrasi bersifat lintas sektor dan multidisiplin, sehingga
dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi
yang sangat intensif dengan instansi lintas sektor terkait. Begitu pula dalam
pembangunan dan pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi yang merupakan
bagian dari kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi membutuhkan
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pengorganisasian dan tata kelola yang baik agar berhasil guna dan berdaya guna.
Sebagai instrumen untuk kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan integrasi {ersebut
Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi telah membuat Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.110/MEN/11/2007
Tentang Pembentukan Kelompak Kerja Pembangunan dan Pengesbangan Kota
Terpadu Mandiri yang ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari tahun 2037. Adapun
susunan keanggotan Kelompok Kerja tersebut terdiri dari Pengarah dan FMelompok

Kerja tertera pada Lampiran.

4.1. Organisasi Pengelola KTM
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Gambar 4 : Struktur Organisasi Pengelola KTM
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4.2  Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola KTM

4.2.1 Dewan Pengarah-
Memberi arahan kebijakan, pelaksanaan teknis, operasional pembangunan
dan pengembangan KTM baik pada tingkat nasional maupun regional

4.2.2 PokjaPusat

a.

Melaksakan kegiatan penyusunan pedoman, sosialisasi, monitoring dan
supervisi kegiatan KTM

Menyeleksi dan menetapkan usulan program kegiatan KTM
Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan penganggaran,
pengembangan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas
SDM, dan Tata ruang pengembangan infrastruktur dan-keserasian”

_ lingkungan

4.2.3 Koordinator Wilayah ' .
Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan

pengembangan Kota Terpadu Mandiri di wilayah sesuai dengan penugasan.

4.2.4 Sekretariat

a.
b.
C.

Melaksanakan penatausahaan ofganisasi tim pelaksana KTM
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar lintas sektor
Mengembangkan pusat data dan informasi

-d. Memfasilitasi pelaksanaan.rapat-rapat koordina=si

C.

f.

Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan KTM

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program KTM

4.2.5 Tim Ahli _ )
Memberikan saran-saran pada tataran kebijakan, perencanaan dan

pelaksanaan program KTM

4.2.6 Pokja Provinsi
a. Melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk

_ dan keserasian lingkungan

pelaksanaan, pelatihan dan bimbingan teknis

Menyeleksi dan merekomendasikan usulan program KTM-dari kabupaten
Mengkéordinasikan kegiatan di provinsi melalui perencanaan dan
penganggaran, pengembangan agribisnis, kelembagaan dan
peningkatan kapasitas SDM, dan Tata ruang pengembangan infrastruktur
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- [ 427 Pokja Kabupaten -

a. Melaksanakan petunjuk tekws pelatihan, bimbingan teknis, dan bantuan
teknis - o

b.